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“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi,
Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya[412]. dan
Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah
Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”

(Qs. Al-Maaidah: 32)
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ABSTRAK

Perbuatan memukul wanita hamil sehingga mengakibatkan kematian janin
sekaligus ibunya, merupakan tindak pidana terhadap jiwa. Dalam teori hukum
pidana termasuk dalam kategori al-qatl syibhul ‘amd yang secara umum hukuman
pokoknya adalah diyat. Keadilan dalam hukum selalu menjadi tolak ukur baik
atau tidaknya suatu hukum. Dalam Islam, acuan dalam menentukan hukum adalah
al-Qur’an, hadits dan pendapat para intelektual Islam. Menjadi persoalan
tersendiri bila terjadi perbedaan pendapat dari para tokoh Islam. Salah satu
contohnya yaitu pendapat Imam al-Imrany dengan Imam °‘Alauddin. Dalam
penelitian ini penulis membandingkan pendapat Imam al-Imrany dengan Imam
‘Alauddin tentang memukul hamil sehingga mengakibatkan kematian janin
sekaligus ibunya, melalui rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pendapat Imam
Al-Imraniy Asy-Syafi’iy dan Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang
memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian janin? 2) Bagaimana analisis
komparasi pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi’iy dan Imam ‘Alaudin Abi Bakr
Al-Hanafiy tentang

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan
komparatif dimana data yang digunakan diperoleh dari sumber data sekunder
dengan bahan hukum primer yaitu kitab al-Bayan dan kitab Badai’ al-Shonai’.
Adapun bahan hukum pelengkap yaitu data yang digunakan sebagai pendukung
dalam penelitian skripsi ini. Analisis yang digunakan adalah Content Analysis.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah : 1) Bahwa Imam al-Imrany
berpendapat ketika seseorang memukul wanita hamil yang mengakibatkan
kematian ibu dan janin, maka pelaku menanggung hukuman atas kematian wanita
yang dipukul dengan hukuman diyat dan menanggung janin dengan hukuman
ghurrah. Perbuatan pelaku pemukulan yang mengakibatkan kematian merupakan
tindakan atau jarimah al-gatl syibhul amd, oleh karena perbuatan pelaku tidak
menggunakan alat yang pada umumnya untuk membunuh, pelaku sengaja berbuat
(memukul), tidak ada niat menghilangkan nyawa korban. Di Indonesia, tindak
pidana tersebut diataur dalam pasal 347 KUHP yang dikategorikan dalam
pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan tanpa persetujuan wanita yang
mengandung. 2) Bahwa komparasi berupa perbedaan dan kesamaan antara Imam
al-Imrany dan Imam ‘Alauddin. Perbedaan dan persamaan tersebut mencakup
diantaranya sanksi pidana terhadap ibu hamil yang dipukul hingga mengakibatkan
kematian, maka dihukum diyat baik dalam pendapat Imam al-Imrany maupun
Imam °‘Alauddin. Sanksi pidana terhadap janin yang dikandung ibu hingga
mengakibatkan kematian, maka dihukum dengan memberikan ghurrah dalam
pendapatnya Imam al-Imrany, namun dalam pendapat Imam ‘Alauddin tidak ada
hukuman terhadap janin. Serta terdapat kelebihan dan kelemahan pendapat
masing-masing tokoh apabila dibuat rujukan dalam masalah hukum pidana pada
konteks yang lain.

Kata Kunci: Komparasi, Imam Imrany dan Imam ‘Alauddin, Janin
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Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan
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3 Hamzah : Apostrof lurus miring (tidak utk awal
kata)
S Ya Y -
3 Ta’ marbutah H Dibaca ah ketika mauquf
3 Ta’ H/t Dibaca ah/at ketika mauquf (terbaca
Marbutah. mati)
2. Vokal Pendek
Arab Latin Keterangan Contoh
A Bunyi fathah pendek sl
I Bunyi kasrah pendek Jew
U Bunyi dlammah pendek o
3. Vokal Panjang
Arab Latin | Keterangan Contoh
| A Bunyi fathah panjang s
o) I Bunyi kasrah panjang ol
3 U Bunyi dhammah panjang 5
4. Diftong
Arab Latin | Keterangan Contoh
y o Aw Bunyi fathah diikuti waw e
o ... Ai Bunyi fathah diikuti ya’ Iy
5. Pembauran Kata Sandang Tertentu
Arab Latin Keterangan Contoh
L Al Bunyi al Qamariyah o ol
~




G as-sy... Bunyi al Syamsiyah | ,
dengan/huruf berikutnya i

J)

L wal/wasy-sy | Bunyi al Qamariyah / al syl g e

Syamsiyah  diawali  huruf
hidup adalah tidak terbaca
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Islam janin dapat dikatakan sebagai anak apabila sudah
ditiupkan ruh yang menjadi pertanda dimulainya kehidupan seorang anak.
sehingga apabila ruh tersebut telah ada apa seorang janin ia harus
mendapatkan perlindungan atas dirinya. Jumhur ulama mengatakan bahwa
janin mulai ditiupkan ruh kepadanya adalah 120 hari atau sama dengan 4
bulan.! Pada masa ini, berdasarkan urutan proses pembentukannya janin sudah
dipandang memiliki dimensi spiritual dan emosional yang menandakan
potensinya sebagai manusia utuh.? Di dalam hukum kewarisan islam juga
mengakui tentang eksistensi dari janin. Oleh karena bayi dalam kandungan itu
dinyatakan sebagai orang yang pantas menerima hak, maka ia ditetapkan
sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris bila telah
terdapat sebab dan syarat kewarisan pada dirinya.> Hal ini menjadi bukti
bahwasannya keberadaan janin sudah diakui keberadaannya dan sudah dapat
dianggap sebagai anak atau manusia seutuhnya.

Ukuran seorang janin dapat dikatakan sebagai persona (individu yang

mandiri) masih banyak yang memperdebatkan. Pasalanya, janin yang berada

! https://wahyuwulandari05.wordpress.com/2010/03/26/menurut-islam-usia-berapa-

bulankahditiupkan -roh-dalam-janin/, diakses pada 15 September 2020.

2 Bekti Dwi Andari dkk,Aborsi Dalam Perspektif Lintas Agama, (Yogyakarta: Ford
Foundation,
2005), him. 54

* Amir Syarifuddin,Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 125



di dalam kandungan belum sepenuhnya menjadi manusia utuh yang dapat
dilindungi secara hukum. Fakta bahwa embrio adalah persona ditegaskan
kembali oleh para ahli genetika dan embriologi manusia yang mengadakan
pekan studi di Universitas La Sapienza Roma yang berakhir pada 2 Februari
2002. Pekan studi itu dilakukan oleh para ahli dari Universitas di Roma, baik
negeri maupun swasta, yang bertema “Embrio sebagai pasien”. Dalam
deklarasi akhirnya, pada poin kedua, antara lain menyatakan, “Janin yang baru
saja dibuahi menampilkan diri sebagai suatu realitasbiologis definitif : dia
adalah individu manusia secara utuh yang sedang berkembang, yang secara
otonom (berdikari) sedikit demi sedikit, tanpa keterputusan (discontinuity),
mengaktualkan bentuknya sendiri dengan mewujudkan program yang secara
intrinsik telah ada dalamgenome-nya sendiri”.* Hal ini senada dengan UU No.
35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa janin
yang masih di dalam kandungan sudah termasuk anak yang berhak mendapat
perlindungan dari tindak kekerasan dan dekriminasi.

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, yang mana didalamnya
Allah SWT telah mengatur segala aspek dan sistem kehidupan manusia.
Aturan tersebut mencakup agidah, ibadah dan muamalah, baik hubungan
dengan Allah SWT maupun hubungan antara sesama manusia, bahkan dengan
alam sekitar. Hubungan antara manusia meliputi muamalah, munakahat,
jinayat/jarimah dan lain sebagainya. Masing-masing sanksi untuk setiap

jarimah memiliki hukuman yang berbeda-beda. Karena hikmah dan tujuan

* CB. Kusmaryanto,Kontroversi Aborsi, (Jakarta: Grasindo, 2002), him. 126.



pokok hukuman dalam hukum pidana Islam tidak lain adalah mengandung
kemaslahatan bagi manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang kurang baik
dan untuk membentuk keadilan sosial dalam Islam karena Islam adalah
rahmatan lil’alamin, yang memberikan petunjuk dan pelajaran serta
pendidikan kepada manusia dan juga agar masyarakat terhindar dari segala
permusuhan diantara mereka.”

Islam sebagai agama ‘“‘rahmatan lil-‘alamin® dengan hukum-hukum
syara’nya datang untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.
Kemaslahatan itu mencakup lima aspek kehidupan yang tergabung ke dalam
al-dharuriyah al-khamsah, yaitu : (1) melindungi agama (hifdz al-din), (2)
melindungi jiwa (hifdz al-nafs), (3) melindungi akal (hifdz al-‘aql), (4)
melindungi keturunan (hifdz al-nasb) atau kehormatan (hifdz al-ird) dan (5)
melindungi harta benda (hifdz al-mal).® Yang dimaksud dengan al-dharuriyah
merupakan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan agar tercapai kemaslahatan
hidup. Apabila sesuatu yang daruriyah ini tidak ada, maka kemaslahatan tidak
akan menatap bahkan akan mengarah pada kemafsadatan.’

Salah satu bentuk islam menjaga jiwa yaitu memberi sanksi kepada
tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan yang mengakibatkaan
kematian. Sanki diberikan supaya dalam masyarakat terjalin hubungan yang
tentram terhindar dari pembunuhan. Namun dalam menetapkan hukum, kerap

kali para ahli hukum Islam berbeda-beda. Salah satu perbedaan penetapan

> Ahmad Dzajuli, Figh Jinayah, Upaya Dalam Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), him. 25.

® Abdul Wahab Khalaf, llmu Ushul Al-figh, Kairo, him. 200.

" Djazuli, llmu Figh, Jakarta: Kencana, 2005, him. 28.



hukum dalam Islam yaitu tentang memukul wanita hamil yang menyebabkan
kematian janin menurut pendapat Imam Al-Imraniy asy-Syafi’iy dan Imam
‘Alaudin Abi Bakr al-Hanafiy, dari madzhab syafi’i dan madzhab hanafi.

Dalam kitab al-Bayan, yang merupakan syarah al-Muhadzdzab, Imam al-
Imraniy menyatakan bahwa:

2y e V) s B e Wi il o 00l BT Gy o Oy
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Artinya: “jika seseorang memukul perut wanita hamil kemudian
meninggal dan lalu janin wanita keluar setelah kematian ibunya, maka wajib
menanggung terhadap kematian ibu dengan diyat dan menanggung pula
terhadap janin dengan ghurrah.”

Dan dalam kitab Badai’ al-Shonai’, Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy
mengemukakan:

ord) 3 ade 15 Yy oV B aded s g dm o OB

Artinya: “jika janin keluar setelaah kematian ibunya dalam keadaan
sudah mati, maka harus menanggung diat terhadap ibunya, dan tidak
menanggung atas janin.”

Dari dua tokoh tersebut mempunyai pendapat yang berbeda terkait
pertanggungjawaban pidananya. menurut Imam Al-Imraniy Asy-Syafi’iy
pertanggungjawaban pidana terhadap ibu dan janinnya dengan membayar
diyat bagi ibu, dan membayar dengan ghurrah terhadap janin. Sedangkan
menurut Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy, pertanggungjawaban pidana
hanya terhadap ibu dengan membayar diyat.

Melalui perbedaan penetaapan hukum tersebut, penulis tertarik untuk

menganalisis lebih dalam, dengan meninjau dari aspek mas’uliyyah

& Abi al-Husain Yahya ibn Abi al-Khair ibn Salim ‘Imraniy al-Syafi’iy al-Yamanniy, Al-
Bayan fi-Madzhab al-lmam al-Syafi ’i, (Dar al-Minhaj), Jilid 11, him. 498.

® Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy, Badai’ al-Shonai’, (Bairut: Lebanon, Dar al-Kutb al-
‘Alamiyah), jilid 10, hlm. 458.



(pertanggungjawaban pidana) maupun ‘uqubah (hukuman) disamping
menganalisis melalui dasar istinbath hukum dari masing-masing tokoh
tersebut, melalui skripsi yang berjudul Analisis Komparasi Pendapat Imam
Al-Imraniy Asy-Syafi’iy dan Imam °‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy

tentang Memukul Wanita Hamil yang Menyebabkan Kematian Janin.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi’iy dan Imam ‘Alaudin
Abi Bakr Al-Hanafiy tentang memukul wanita hamil yang menyebabkan
kematian janin?
2. Bagaimana analisis komparasi pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi’iy
dan Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang memukul wanita hamil

yang menyebabkan kematian janin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi’iy dan Imam
‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang memukul wanita hamil yang
menyebabkan kematian janin.
b. Untuk mengetahui analisis komparasi pendapat Imam Al-Imraniy Asy-
Syafi’iy dan Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang memukul

wanita hamil yang menyebabkan kematian janin.



2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan pendapat dua tokoh Islam dari
madzhab Syafi’i dan madzhab Hanafi tentang hukuman seseorang ketika
memukul wanita yang sedang hamil, yang keduanya memiliki pendapat
yang berbeda. Penulis menganalisa dan membandingkan dari segi
kelemahan kelebihan dan kesamaan perbedaan. Melalui analisa tersebut
maka tujuan dari pada penelitian ini adalah : 1) terhadap negara yang
menganut hukum Islam, dapat dijadikan rujukan untuk menentukan
hukuman terhadap jenis tindak pidana yang sama, tentunya tidak terlepas
dari aspek kemaslahatan bagi korban dan pelaku. 2) terhadap negara yang
menganut hukum (selain Islam), dapat dijadikan bahan pertimbangan
hakim, apabila hukum/UU vyang tertulis dirasa kurang memberikan

keadlian terhadap korban dan pelaku.

D. Telaah Pustaka
Penelitian mengenai memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian
janin telah cukup banyak dibahas oleh peneliti sebelum penelitian ini
dilakukan, namun menurut penulis setiap penelitian pasti memiliki
karakteristik tersendiri sesuai dengan metode dan hasil yang didapatkan. Oleh
karena itu, ada perbedaan pembahasan antara penelitian sebelumnya dengan
penelitian ini meskipun tema yang diambil sama. Penulis juga menguraikan

beberapa skripsi dan jurnal yang memiliki tema sama tetapi perspektif



berbeda, hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian
murni yang jauh dari upaya plagiasi. Adapun beberapa penelitian sebelumnya
yang penulis temukan antara lain:

Pertama, skripsi karya Nur Takim yang berjudul “Analisis Pendapat
Imam Syafi’t mengenai hukuman membunuh wanita hamil yang
mengakibatkan kematian janin”.'® Skripsi tersebut berfokus menjawab
pertanyaan bagaimana pendapat Imam Syafi’i dan bagaimana istimbath
hukum Imam Syafi’i dalam kasus pembunuhan wanita hamil yang
mengakibatkan kematian janin. Hasil penelitian menunjukkan pertama,
Tindak pidana pembunuhan wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin
termasuk dalam tindak pidana pembunuhan tidak sengaja. Kedua, Sanksi bagi
pembunuhan janin adalah diyat berupa ghurrah yakni memerdekakan seorang
budak laki-laki atau perempuan seharga lima ekor unta yang setara dengan
lima puluh dinar dan enam ratus dirham agar dapat meringankan penderitaan
keluarga korban. Ketiga, menurut Imam Syafi’i hukuman membunuh wanita
hamil yang mengakibatkan janin meninggal adalah dengan membayar dua
diyat yaitu diyat wanita dan diyat janin. Keempat, sumber hukum yang dipakai
Imam Syafi’i yaitu al-Qur’an dan hadits, sedangkan istimbath hukum yang
dipakai adalah giyas.

Kedua, skripsi karya Nurul Munawwaroh Amin yang berjudul

“Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi (studi putusan no:

10 Nur Takim, Analisis Pendapat Imam Syafi i Mengenai Hukuman Membunuh Wanita Hamil
Yang Mengakibatkan Kematian Janin, Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas
Islam Negeri Walisongo, 2016.



68/Pid.B/2015/PN.mks) ”.** skripsi tersebut berfokus menjawab pertanyaaan
bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi dalam
putusannomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks? dan bagaimanakah dasarpertimbangan
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana aborsi
dalam putusan nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks? Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawabanpidana terhadap pelaku
tindak pidana aborsi (Studi Putusan Nomor68/Pid.B/2015/PN.Mks) harus
ditanggung oleh terdakwa menjalankan pidana penjara akibat dari perbuatan
yang dilakukannya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa
pidana kurungan terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan masa
penahanan yang telah dijalanioleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan. Perbuatan yang dilakukannya secara terang-terangan
telah dilarang oleh perundang-undangan dan perbuatan yang telah
dilakukannya terhadap korban yang diatur dalam Pasal 348 ayat (1) KUHP.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hakim harus berdasar pada
dua alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan
berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hakim beranggapan bahwa
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana aborsi. Namun putusan yang
dijatuhkan hakim kepada Terdakwa dalam kasus ini terkesan singkat sehingga
putusan tersebut dianggap tidak dapat memuaskan rasa keadilan dalam
masyarakat. Peneliti berharap agar pemerintah mewajibkan pada semua

sekolah formal mulai dari SMP sampai tingkat Universitas mengadakan

X Nurul Munawwaroh Amin, Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi
(studi putusan no: 68/Pid.B/2015/PN.mks), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo Semaramg, 2016.



pelajaran/mata kuliah tentang kesehatan, terutama yang berkaitan dengan
aborsi. AgarAsas lex specialistderogate lex generalis,juga dipakai oleh Hakim

dalam memutus perkara yang tangatangani.

E. Metode Penelitian
Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam
mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian,
untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.*? Dalam

penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian
Penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian
dengan Analisis Isi (Content Analysis) secara sederhana diartikan sebagai
metode untuk mengunpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah “teks”.
Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan
bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis Isi
berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi
sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkadang dalam
sebuah teks, dan memperoleh pemahaman terhadap pesan Yyang
direpresentasikan, sesuai tujuannya, maka metode Analisis Isi menjadi
pilihan untuk diterapkan pada penelitian yang terkait dengan isi

komunikasi dalam sebuah teks.’* Dalam penelitian ini, content yang

12 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 1994),
him. 2.

3 Agus S Ekomadyo, 2006, Prospek Penerapan Metode Analisis Isi (Content Analysis)
dalam Penelitian, Journal Itenas, No. 2 Vol. 10 Agustus 2006, him. 51.



dimaksud adalah pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi’iy dan Imam

‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang memukul wanita hamil yang

menyebabkan kematian janin.

2. Sumber dan bahan hukum
a. Bahan hukum primer
Karena persoalan yang diangkat oleh penulis berawal dari konsep

pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi’iy dan Imam ‘Alaudin Abi Bakr
Al-Hanafiy tentang memukul wanita hamil yang menyebabkan
kematian janin, maka untuk melakukan studi pendapat Imam Al-
Imraniy Asy-Syafi’iy, sumber yang akan dijadikan pijakan awal oleh
penulis adalah kitab al-Bayan karangan Imam Al-Imraniy Asy-
Syafi’iy, dan pendapat Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy dalam
Kitab Badai’ al-Shonai’ kemudian hasil dari data ini hanya sampai
pada dataran data deskriptif (berupa penggambaran).

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang

memiliki informasi atau data tersebut."* Sumber data sekunder adalah
bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum
meliputi: buku buku, kamus-kamus hukum, jurnal hukum.’ Data
sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap bahan primer dalam

penulisan skripsi. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini

1 Muhammad Idrus, Metode Penelitian llmu Sosial, (Yogyakarta, 2009), him. 86.
% Tim Penyusun Fakultas Syari’ah, Pedoman Penulisan Skripsi (Semarang: IAIN Press,
2010), him. 12.
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adalah buku-buku umum, karya atau literatur lain yang berkaitan
dengan judul skripsi ini.
3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan
standar untuk memperoleh data yang diperlukan.'® Pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi, yaitu fakta dan
data yang tersimpan dalam bentuk teks. Dalam penelitian ini, penulis
mencari dan mengumpulkan data dari kitab-kitab figih/buku-buku yang
terkait dengan memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian janin.

4. Analisis data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan
metode deskriptif-komparatif (descriptive-comparative). Metode deskriptif
yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah
yang ada berdasarkan data, jadi ia menyajikan data tersebut dan kemudian
menganalisa serta menginterpresentasikannya.*’

Adapun  metode Komparatif merupakan penelitian  yang
membandingkan antara satu variabel (kelompok data/segala sesuatu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji) dengan variabel lainnya. Penelitian
komparatif adalah metode deskriptif yang ingin mencari jawaban secara
mendasar tentang sebab akibat dengan terjadinya ataupun munculnya

suatu fenomena tertentu.'® Penelitian komparatif merupakan penelitian

1 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), him. 211.

17 Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), him.
44,

'8 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), him. 62

11



yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan
persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek
yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Penelitian
komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan antara 2 kelompok
atau lebih dalam suatu variabel tertentu.’® Dalam hal ini, perbandingan
yang penulis teliti yaitu pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi’iy dan
Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang memukul wanita hamil yang

menyebabkan kematian janin.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan
memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari
penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara
garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima
bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun
dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun
gambaran sistemati kanya adalah sebagai berikut:

Bab | : Pendahuluan. Bab ini meliputi, latar belakang, pokok
permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan
sistematika penulisan

Bab Il : tinjauan umum tindak pidana memukul wanita hamil yang

mengakibatkan kematian janin. Didalamnya mengurai tentang pengertian

19 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke 14, (Jakarta:
Rajawali Press, 2012), him. 81-88
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Tindak pidana pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan Unsurnya,
tindak pidana terhadap janin dan Pertanggungjawaban pidana.

Bab ini meliputi teori tentang tindak pidana penganiayaan, yang
didalamnya mengurai tentang pengertian tindak pidana penganiayaan, macam-
macam serta sanksinya. Dalam bab ini menjelaskan pula tetang tindak pidana
terhadap janin dan pertanggungjawaban pidana.

Bab Il : pendapat Imam al-Imraniy asy-Syafi’iy dan Imam ‘Alaudin Abi
Bakr al-Hanafiy tentang memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian
janin. Dalam bab ini mengurai tentang biografi Imam Al-Imraniy Asy-
Syafi’iy, biografi mam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy, serta pendapat Imam
Al-Imraniy Asy-Syafi’iy dan Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang
Memukul Wanita Hamil yang Menyebabkan Kematian Janin.

Bab IV : analisis pendapat Imam al-Imraniy asy-Syafi’iy dan Imam
‘Alaudin Abi Bakr al-Hanafiy tentang memukul wanita hamil yang
menyebabkan kematian janin. Dalam bab ini menganalisis tentang komparasi
pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi’iy dan Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-
Hanafiy tentang memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian janin.

Bab V : Penutup. Bab ini berisi tentang Kesimpulan, saran dan penutup.

13



BAB 11
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA MEMUKUL WANITA HAMIL

YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN JANIN

. Pengertian dan Dasar Hukum Pembunuhan

Pembunuhan dalam bahasa arab disebut x4 (al-gatl) bersal dari kata -

S %% Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pembunuhan bisa

diartikan proses perbuatan atau cara membunuh, sedangkan membunuh
sendiri, berarti mematikan, menghilangkan, menghabisi, menyabut nyawa.*
Adapun pembunuhan dalam hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh

Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut :

wl g 8L 4 Joz slal) (e ad sa o) ) ol i) U (ol sl adl g L)
RS RAUFNTS

Artinya: “Pembunuhan adalah suatu tindakan yang menghilangkan
nyawa atau suatu tindakan oleh manusia yang menyebabkan hilangnya
kehidupan, yakni tindakan yang merobohkan formasi bangunan yang disebut

manusia. ”
Abdul Qadir Audah juga memberikan definisi pembunuhan sebagai

berikut :

23;—‘ ) s (o0l ) Byl il ) Bl 4 g oladl e e g Jd))

2 Taufiqul Hakim, Kamus at-Taufig, (Jepara: el-Falah), him. 501.
2! Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai

Pustaka, 1990), him. 138.

22 \Wahab az-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu, (Darul Figr), jilid 7, him. 5613.
ZAbd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-lslamiy, (Beirut: Muassasah al-Risalah,1992),

jilid 2, him. 6.
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Artinya: “Pembunuhan adalah  perbuatan manusia  yang
menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan
nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.”

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa pembunuhan adalah

perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya
nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak
sengaja.

Syari’at Islam sangat melarang perbuatan pembunuhan, hal ini
berdasarkan al-Qur’an Surat al-Isra’ ayat 33 yang berbunyi :

E i hed

{ L F A T P . < s oy Sgm e -
) ar 8 Gl B o BRI )T s T AT

B -
P02 s O ) ST § 3,28 N6 Gl

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan
Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka sesungguhnya Kami telah memberi
kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui
batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat
pertolongan.”

Dan al-Qur’an Surat al-Furgan ayat 68 yang berbunyi :

G-IU N AT 55 T a0 Ol N5 D5 Gl AT 0 25830 ¥ udlly
02 GOl 5k 803 Ukt o3 o5 ¥

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain
beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina,

barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat
(pembalasan) dosanya. ”

2 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta:Widya cahaya, 2015), him. 471.
 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta:Widya cahaya, 2015), hlm. 45.
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Selain dalam al-Qur’an, larangan pembunuhan juga terdapat dalam hadits.
Adapun hadits yang menunjukan keharaman pembunuhan yaitu sebagai
berikut:

OW@»DY‘M{SJAUUJL}QYZD O Jy)JGIJGJM@D e

2l gy, aslamld Gyl agd Sy i iy ol
Artinya: “Dari ‘Abdullah ibn Mas'ud berkata : Rasulullah SAW

bersabda: Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari
tiga hal: janda yang zina, jiwa yang membunuh jiwa. dan orang yang
meninggalkan agamanya yang memisahkan terhadap jama’ah.” (HR. Al-
Tirmidzi)

Pembunuhan termasuk dalam jarimah qishas-diyat, yaitu jarimah yang
diancam dengan hukuman gishas atau diyat. Baik gishas maupun diyat
keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Perbedaannya
dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah, sedangkan
gishas dan diyat adalah hak manusia.?’

B. Macam-macam pembunuhan dan Unsurnya

Menurut fugaha’ pembunuhan dibagi tiga macam, yaitu

a. Pembunuhan sengaja.

b. Pembunuhan menyerupai sengaja, dan

c. Pembunuhan karena kesalahan.?®

1. Pembunuhan Sengaja

a. Pengertian Pembunuhan Sengaja

% At-Tirmidzi, al-Jami’ al-Shalih Sunan al-Tirmidzi, Darl al-Kutb al-Alamiyah, Beirut:
Libanon, juz IV, him. 12.

2" Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih jinayah), (Jakarta:
Sinar Grafika), him. 18.

% Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri” al-Jinai al-Islamiy, (Beirut: Muassasah al-Risalah,1992),
jilid 2, him. 7.
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Pembunuhan sengaja sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir
Audah adalah :

Bade o2 |8 dm =9 ) Gal) Jadll 40 0530 Lo 5a

Artinya: “Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di
mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai
dengan niat untuk membunuh korban. ”

Dengan redaksi yang lain, Sayid Sabig memberikan definisi
pembunuhan sengaja sebagai berikut :

0 e ol I e iy e pl) ppan 0Ll 5 GISU da 01 n

Artinya: “adalah suatu pembunuhan di mana seorang mukalaf
sengaja untuk membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya,
dengan menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat
membunuh (mematikannya). ”

Dari dua definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa
pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku
perbuatan tersebut sengaja melakukan perbuatan dan dia menghendaki
akibat dan perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban.
Sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat
dilihat dari alat yang digunakannya. Dalam hal ini alat yang digunakan
untuk membunuh adalah alat yang galibnya (lumrahnya) dapat
mematikan korban, seperti senjata api. senjata tajam. dan sebagainya.
Unsur-unsur Pembunuhan Sengaja

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui

bahwa unsur-unsur pembunuhan sengaja itu ada tiga macam, yaitu

sebagai berikut.®*

2 Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy, him. 10.
% sayyid Sabig, Figh As-Sunnah, Juz 11, Darl al-Kutub al-Arabiyah, (Beirut, Lebanon, 1971),

him. 516.
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1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup

Salah satu unsur dan pembunuhan sengaja adalah korban
harus berupa manusia yang hidup. Dengan demikian apabila
korban bukan manusia atau manusia tetapi ia sudah meninggal
lebih dahulu maka pelaku bisa dibebaskan dan hukuman gishas
atau dan hukuman-hukuman yang lain. Akan tetapi, apabila korban
dibunuh dalam keadaan sekarat maka pelaku dapat dikenakan
hukuman, karena orang yang sedang sekarat termasuk masih
hidup.®* Kalau korban itu janin yang masih dalam kandungan maka
ia belum dianggap sebagai manusia yang hidup secara mandiri,
sehingga kasus semacam ini dikelompokkan kepada jarimah
tersendiri.®®

Di samping syarat hidup, korban harus orang yang
memperoleh jaminan keselamatan dan Islam (negara), baik
jaminan tersebut diperoleh dengan cara iman (masuk Islam)
maupun dengan jalan perjanjian keamanan, seperti kafir dzimmi
dan musta’man. Apabila korban bukan orang yang dijamin
keselamatannya, seperti kafir harbi yang tidak terikat perjanjian
dengan negara Islam atau seorang muslim yang melakukan tindak

pidana yang diancam dengan hukuman mati, pelaku tidak

1 Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri” al-Jinai al-Islamiy, (Beirut: Muassasah al-Risalah,1992),
jilid 2, him. 12

%2 Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy, him. 13.

% Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy, him. 14.
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dikenakan hukuman qishas atau bahkan dibebaskan dan

hukuman.**

2) Kematian adalah hasil dan perbuatan pelaku

Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat.
Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dan perbuatan
yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus,
artinya kematian disebabkan oleh hal lain, maka pelaku tidak dianggap
sebagai pembunuh sengaja.

Jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bisa bermacam-
macam, seperti pemukulan, penembakan, penusukan, pembakaran,
peracunan, dan sebagainya. Sedangkan alat yang digunakan adalah alat
yang pada galibnya (umumnya) bisa mematikan. Akan tetapi menurut
Imam Malik, setiap alat dan cara apa saja yang mengakibatkan
kematian, dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila perbuatannya
dilakukan dengan sengaja.®

3) Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian

Pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila dalam
diri pelaku terdapat niat untuk membunuh korban, bukan hanya
kesengajaan dalam perbuatannya saja. Niat untuk membunuh inilah
yang membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan

menyerupai sengaja. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur fugaha’

% Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri” al-Jinai al-Islamiy, (Beirut: Muassasah al-Risalah,1992),
jilid 2, him. 15.
% Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy, him. 16.
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yang terdiri atas Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad
ibn Hanbal.*

Akan tetapi menurut Imam Malik, niat membunuh itu tidak
penting. Dalam pembunuhan sengaja yang penting adalah apakah
perbuatannya itu sengaja atau tidak. Apabila pelaku sengaja melakukan
pemukulan misainya, meskipun tidak ada maksud untuk membunuh
korban maka perbuatannya itu sudah termasuk pembunuhan sengaja.
Dalam hal ini Imam Malik tidak mengenal pembunuhan menyerupai
sengaja.®” Oleh karena itu, menurut beliau, alat yang digunakan untuk
membunuh tidak menjadi indikator untuk pembunuhan sengaja.
Walaupun alat yang digunakan itu pisau, pistol, atau ranting, statusnya
sama kalau perbuatannya sengaja dan mengakibatkan korbannya mati.

Adapun hukuman bagi pembunuhan disengaja yaitu : gishas
(hukuman mati) jika sikorban tidak memaafkan, hukuman diyat (ganti
rugi), jika si korban atau walinya memaafkan, hukuman Kkifarat
(memerdekakan budak), kecuali jika sikorban atau walinya
memaafkanya atau rela menerima diyat saja. Hukuman tambahan
yaitu: hukuman yang berupa terhalang dari hak mewarisi dan hak

menerima, jika sipelaku masih keluarga sikorban.*®

% Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy, him. 78.

" Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri” al-Jinai al-Islamiy, (Beirut: Muassasah al-Risalah,1992),
jilid 2, him. 79.

% Rokhmadi, Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum
Pidana Islam) 2005 him 52.
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Qishas merupakan hukuman pokok pembunuhan disengaja, arti
gishas adalah setimpal, artinya membalas pelaku sesuai dengan apa
yang telah ia lakukan, yaitu membunuh.*

Hukuman pembunuhan disengaja lainnya vyaitu diyat (jika
diampuni oleh wali korban). Hal ini berdasarkan ayat al-Qur’an dalam
surat an-Nisa’ 92 :
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Artinya: “Barang siapa membunuh seorang mukmin karena
tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya
yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga
terbunuh) bersedekah. ”

Diyat dalam pembunuhan disengaja bukanlah hukuman
pokok, melainkan hukuman pengganti dari hukuman pokok, yaitu
gishas. Diyat menempati posisi gishas jika hukuman gishas
terhalang atau gugur karena satu sebab dari beberapa sebab yang
menghalangi atau menggugurkan gishas secara umum.**

Sedangkan kafarat yaitu memerdekakan hamba sahaya
yang beriman. Barang siapa yang tidak menemukan harganya yang

bisa ia sedekahkan, wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-

turut.*?

% Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri” al-Jinai al-Islamiy, (Beirut: Muassasah al-Risalah),1992,
jilid 2, him. 114,
%0 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta:Widya cahaya), 2015, him.
* Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri” al-Jinai al-Islamiy, (Beirut: Muassasah al-Risalah),1992,
jilid 2, him. 176.
42 . . .. .
Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy, him. 172.
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2. Pembunuhan Menyerupai Sengaja
a. Pengertian Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Menurut Hanafiyah, seperti dikutip oleh Abdul Qadir Audah,
pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut.
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Artinya:  “Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu
pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul korban dengan
tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan
kematian. ”

Menurut definisi tersebut, pembunuhan menyerupai sengaja
memiliki dua unsur yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan.
Unsur kesengajaan terlihat kesengajaan berbuat berupa pemukulan.
Unsur kekeliruan terlihat dalam ketiadaan niat membunuh. Dengan
demikian, pembunuhan tersebut menyerupai sengaja karena adanya
kesengajaan dalam berbuat.

Menurut Imam Syafi’i dan Abu Yusuf yang dikutip oleh Ali
ahmad, pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai
berikut:
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Artinya: “Pembunuhan menyerupai sengaja adalah menyengaja
untuk memukul dengan benda-benda yang secara umum tidak dapat
digunakan untuk membunuh.”

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil

intisari bahwa dalam pembunuhan menyerupai sengaja, perbuatan

8 Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy, him. 93.
* Ali Ahmad, al-Qishas wa al-Hudud fi al-Figih al-Islami, (Darl Iqra’, Beirut: Lebanon),
1985, him. 31.
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memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri
pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti tentang tidak adanya
niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan.
Apabila alat tersebut pada umumnya tidak akan mematikan, seperti
tongkat, ranting kayu, batu kerikil, atau sapu lidi maka pembunuhan
yang terjadi termasuk pembunuhan menyerupai sengaja. Akan tetapi,
jika alat yang dimakan untuk membunuh pada umumnya mematikan,
seperti senjata api, senjata tajam, atau racun maka pembunuhan
tersebut termasuk pembunuhan sengaja.
b. Unsur-unsur Pembunuhan Menyerupai Sengaja
Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui
bahwa unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja itu ada tiga
macam.
1) Adanya perbuatan dan pelaku yang mengakibatkan kematian.
Untuk terpenuhinya unsur ini, disyaratkan bahwa pelaku
melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, baik
berupa pemukulan, pelukaan, atau lainnya. Adapun alat atau cam
yang digunakan tidak tertentu. Artinya, kadang-kadang bisa saja
tanpa menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan
dan kadangkadang menggunakan alat, seperti kayu, rotan, tongkat,
batu, atau cambuk.*® Di samping itu, disyaratkan perbuatan yang

dilakukan adalah perbuatan yang dilarang. Apabila perbuatannya

> Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri” al-Jinai al-Islamiy, (Beirut: Muassasah al-Risalah,1992),
jilid 2, him. 95.
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bukan  perbuatan yang dilarang, Yyaitu mubah  maka
pembunuhannya buka menyerupai sengaja melainkan termasuk
pembunuhan karena kesalahan . Di samping itu juga disyaratkan,
korban yang dibunuh harus orang yang dijamin keselamatannya
oleh negara Islam, baik karena ia orang Islam atau orang kafir yang
mengadakan perjanjian keamanan dengan negara Islam, seperti
kafir dzimmi atau musta 'min.*®
2) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan
Pembunuhan menyerupai sengaja disyaratkan adanya
kesengajaan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang
kemudian mengakibatkan matinya korban. tetapi bukan
kesengajaan membunuh. Disinilah letak perbedaan antara
pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja.
Dalam pembunuhan sengaja, niat untuk membunuh korban
merupakan unsur yang sangat penting, sementara dalam
pembunuhan menyerupai sengaja, niat untuk membunuh korban
tidak ada. Akan tetapi, karena niat ini ada dalam hati dan tidak
dapat dilihat oleh mata maka indikatornya adalah alat yang
digunakan untuk membunuh korban, sebagaimana telah dijelaskan

dalam uraian terdahulu.*’

3) Kematian adalah akibat perbuatan pelaku

*® Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy, him. 96.
" Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy, him. 100.
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Antara perbuatan pelaku dan kematian korban terdapat
hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi
merupakan akibat dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.
Apabila hubungan tersebut terputus, artinya kematian disebabkan
oleh hal lain, pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh, melainkan
hanya sebagai pelaku pemukulan atau pelukaan.*®

Hukuman-hukuman dalam pembunuhan semi sengaja ada
yang pokok, yaitu diyat dan kafarat, ada hukuman pengganti, yaitu
takzir dan puasa, dan ada hukuman tambahan, yaitu pencabutan
hak-mewaris dan pencabutan hak-menerima wasiat.

Adapun hukuman pokok pembunuhan menyerupai sengaja
adalah diyat dan kafarat. Menurut Imam Malik dan Imam Hanafi,
diyat yang wajib ada pada tiga jenis, yaitu unta, emas dan perak.
Sedangkan kafarat yaitu memerdekakan hamba sahaya yang
beriman. Barang siapa yang tidak menemukan harganya yang bisa

ia sedekahkan, wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut.*

3. Pembunuhan Karena Kesalahan

a. Pengertian Pembunuhan Karena Kesalahan

Pengertian  pembunuhan karena kesalahan, sebagaimana

dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah sebagai berikut.

8 Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy, (Beirut: Muassasah al-Risalah,1992),

jilid 2, him. 102.

* Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy, him. 189.

25



(] oz ,Lope iy o le o OISl & 2L Lo S iy OF
Artinya: “Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang
mukalaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan.
seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran,
tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan
membunuhnya. ”

Wahbah Zuhaili memberikan definisi pembunuhan karena
kesalahan sebagai berikut :
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Artinya: “Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan
yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya
maupun objeknya. ”

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat diambil intisari
bahwa dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada
unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan
tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau karena
kelalaian dan pelaku. Perbuatan yang sengaja dilakukan sebenarnya
adalah perbuatan mubah, tetapi karena kelalaian pelaku, dan perbuatan
mubah tersebut timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak
pidana. Dalam hal ini pelaku tetap dipersalahkan, karena ia lalai atau
kurang hati-hati sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Kekeliruan dalam pembunuhan itu ada dua macam, yaitu :

1) Pembunuhan tersalah murni (gatl khata’ mahd).

2) Pembunuhan yang bermakna tersalah (gat! fi ma’na al-qatl al-

khata’).>

*% sayyid Sabiqg, Figh as-Sunnah, Juz I, (Dar Al-Fikr, Beirut, 1980), him. 438.
> Wahab az-zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu, Darul Figr, jilid 7, him 5618.
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Pembunuhan tersalah murni adalah suatu pembunuhan di mana
pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud
untuk mengenai orang, melainkan terjadi kekeliruan, baik dalam
perbuatannya maupun dalam dugaannya. Sedangkan pembunuhan
yang bermakna tersalah adalah Suatu pembunuhan di mana pelaku
tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak
menghendaki akibatnya.>®

Dalam kekeliruan macam yang pertama, pelaku sadar dalam
melakukan perbuatannya, tetapi ia tidak mempunyai niat untuk
mencelakai orang (korban). Dalam kekeliruan macam yang kedua,
pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatannya dan tidak ada
niat untuk mencelakai orang, tetapi karena kelalaian dan kekurang
hati-hatiannya, perbuatannya itu mengakibatkan hilangnya nyawa
orang lain. Oleh karena itu, pelaku tetap dibebani
pertanggungjawaban pidana karena kurang hati-hatinya atau karena
kelalaiannya. Contoh kekeliruan yang pertama adalah seorang
pemburu yang menembak sasarannya berupa Kijang, tetapi
pelurunya menyimpang mengenai orang dan membunuhnya. Atau
seperti seorang pemburu melihat sesuatu yang bergerak di balik
semak-semak dan ia sebagai kijang atau binatang buruan yang lain,
kemudian ia menembaknya tanpa berpikir panjang lagi. Setelah

diperiksa ternyata yang ditembaknya itu adalah itu adalah manusia

*2 Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri” al-Jinai al-Islamiy, (Beirut: Muassasah al-Risalah,1992),
jilid 2, him. 104.
%% Abd al-Qadir Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy, him. 104.
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yang mati akibat tembakannya. Contoh kekeliruan macam yang
kedua adalah seperti seseorang yang menggali parit di tengah jalan
dengan tidak diberi rambu-rambu dan akibatnya pada malam hari
seorang pengendara sepeda motor terjatuh kemudian ia meninggal
dunia.>
b. Unsur-Unsur Pembunuhan Karena Kesalahan

Unsur-unsur ~ pembunuhan  karena  kesalahan,  sebagaimana

dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, ada tiga bagian.

1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan-matinya korban.

2) Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian) pelaku.

3) Antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat
hubungan sebab akibat.>

Ketiga unsur pembunuhan karena kesalahan ini akan dijelaskan dalam

uraian di bawah ini :

1) Adanya pernyataan yang mengakibatkan matinya korban

Untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan karena

kesalahan, disyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh
pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut
maupun tidak. Perbuatan tersebut tidak disyaratkan harus tertentu,

seperti pelukan, melainkan perbuatan apa saja yang mengakibatkan

> Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy, (Beirut: Muassasah al-Risalah,1992),
jilid 2, him. 104.
% Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy, him. 108.
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kematian, seperti membuang air panas, melemparkan baru,
menggali sumur dan sebagainya.®

Di samping itu, perbuatan tersebut bisa langsung dan bisa juga
tidak langsung. Contoh perbuatan langsung seperti menembak
kijang (binatang buruan) tetapi pelurunya menyimpang mengenai
orang. Contoh perbuatan tidak langsung seperti seseorang yang
menggali saluran air di tengah jalan dan tidak diberi rambu-rambu,
sehingga mobil yang lewat pada malam hari terjungkal dan
penumpangnya ada yang mati.

Perbuatan tersebut bisa positif dan bisa juga negatif. Contoh
perbuatan positif, seperti melemparkan batu dengan maksud untuk
membuangnya, tetapi batu tersebut menimpa kepala orang yang
lewat, sehingga ia jatuh dan mati. Contoh perbuatan negatif seperti
membiarkan tembok yang sudah miring tanpa diperbaiki,
kemudian tembok tersebut roboh dan menimpa anak-anak yang
sedang bermain sehingga salah seorang dan mereka mati.

Perbuatan tersebut disyaratkan mengakibatkan kematian, baik
pada saat itu maupun sesudahnya. Apabila korban tidak mati,
tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana atas selain jiwa
karena kesalahan, bukan pembunuhan. Di samping itu, juga

disyaratkan korban harus orang yang dijamin keselamatan jiwanya

*® Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri” al-Jinai al-Islamiy, (Beirut: Muassasah al-Risalah,1992),
jilid 2, him. 108-109.
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(ma’shum addam), baik karena ia seorang muslim maupun kafir
dzimmi atau musta’man.*’
2) Perbuatan tersebut terjadi karena kkeliruan (khatha’)

Kekeliruan (al-khatha’) merupakan unsur yang berlaku untuk
semua jarimah Apabila unsur kekeliruan tidak terdapat maka tidak
ada hukuman bagi pelaku.

Unsur kekeliruan ini terdapat apabila dan suatu perbuatan
timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku, baik
perbuatannya itu langsung maupun tidak langsung dikehendaki
oleh pelaku atau tidak. Dengan demikian, dalam pembunuhan
kekeliruan, kematian terjadi sebagai akibat kelalaian pelaku atau
karena kurang hati-hatinya, atau karena perbuatannya itu
melanggar peraturan pemerintah.*®

Ketidakhati-hatian  itu  sendiri pada dasarnya tidak
menyebabkan adanya hukuman, kecuali apabila hal itu
menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Dengan demikian
apabila terdapat kerugian (dharar) maka terdapatlah pertanggung
jawaban dan kekeliruan, dan apabila tidak ada kerugian (dharar),
maka tidak ada pertanggungjawaban.

Ukuran kekeliruan (al-khatha’) dalam syariat Islam adalah
tidak adanya kehati-hatian. Dengan demikian, semua bentuk

ketidakhati-hatian dan tindakan melampaui batas serta istilah-

*" Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy, him. 109.
*8 Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri” al-Jinai al-Islamiy, (Beirut: Muassasah al-Risalah,1992),
jilid 2, him. 110.
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3)

istilah lain yang artinya sama, semuanya itu termasuk ke dalam
kelompok kekeliruan.*®
Adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian

Untuk adanya pertanggungjawaban bagi pelaku dalam
pembunuhan karena kekeliruan, disyaratkan bahwa kematian
merupakan akibat dari kekeliruan tersebut. Artinya, kekeliruan (al-
khatha’) merupakan penyebab (illat) kematian tersebut. Dengan
demikian, antara kekeliruan (al-khatha’) dan kematian terdapat
hubungan sebab akibat. Apabila hubungan tersebut terputus maka
tidak ada pertanggungjawaban bagi pelaku.

Hubungan sebab akibat dianggap ada, manakala pelaku
menjadi penyebab dari perbuatan yang mengakibatkan kematian
tersebut, baik kematian itu sebagai akibat langsung perbuatan
pelaku, maupun akibat langsung perbuatan pihak lain. Sebagai
contoh dan perbuatan pihak lain seperti seseorang yang memberi
upah kepada orang lain untuk membuat saluran (galian) di tengah
jalan, lalu ada orang jatuh ke dalamnya dan mail Dalam contoh ini
orang yang menyuruh (memberi upah) itulah yang harus

bertanggungjawab atas akibat yang terjadi.®

% Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-Islamiy, him. 111.
% Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri” al-Jinai al-Islamiy, (Beirut: Muassasah al-Risalah,1992),

jilid 2, him. 112.
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Hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja adalah hukuman
diyat dan membayar kifarat, yakni memerdekakan budak, atau
berpuasa dua bulan berturut-turut.”*

Perbuatan- perbuatan yang berkaitan dengan pembunuhan ada tiga macam
yaitu:
a. Perbuatan langsung
Fugaha mendefinisikan bahwa pembunuhan langsung adalah
perbuatan yang mengakibatkan dan menghasilkan kematian, yaitu
perbuatan yang membawa kematian dan sebagai penyebab tanpa
perantara yang lain. Misalnya menyembelih dengan pisau,
penyembelih merupakan hal yang membawa kematian dan sebagai
faktor yang mematikan.
b. Sebab
Fugaha’ mendifinisikan bahwa sebab adalah setiap perbuatan yang
secara tidak langsung menyebabkan kematian. Artinya ia sebagai ilat
(causa/penyebab kematian tetapi bukan menjadi penyebab langsung,
melainkan sebagai perantara. Sebab ada tiga macam yaitu:
1. Sebab secara inderawi (hissi), seperti membuat orang yang dipaksa
melakukan pembunuhan.
2. Sebab Syara’i seperti kesaksian palsu atas pembunuhan, kesaksian

ini menyebabkan hakim memutuskan hukuman mati.

® Rokhmadi, Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum
Pidana Islam ) 2005 him. 54.
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3. Sebab ‘urf (adat kebiasaan), menyebabkan kematian langsung
seperti menggali lubang ditengah jalan dan menutupnya sehingga
menimbulkan korban, sesungguhnya galian Ilubang adalah
penyebab kematian tetapi bukan lubang tersebut yang mematikan
korban, yang membuatnya mati adalah terperosoknya korban
kedalam lubang tersebut.

c. Syarat Syarat adalah setiap perbuatan yang tidak mempengaruhi
(menimbulkan) kematian dan tidak menyebabkannya, namun kemtain
terjadi karena sebab lain yang mempengaruhi kematian. Misalnya ada
orang yang melemperkan orang lain ke dalam sumur yang digali oleh
orang ketiga tanpa maksud ingin membunuh, orang yang dilempar
menjadi mati, yang menjadi pemyebab kemtain sesungguhnya adalah
lemparan tersebut bukan galian tersebut. Akan tetapi lemparan tadi

tidak mungkin memiliki dampak kemtain jika tidak ada sumur.®

C. Tindak pidana terhadap janin
Di dalam islam janin dapat dikatakan sebagai anak apabila sudah
ditiupkan ruh yang menjadi pertanda dimulainya kehidupan seorang anak.
sehingga apabila ruh tersebut telah ada apa seorang janin ia harus
mendapatkan perlindungan atas dirinya. Jumhur ulama mengatakan bahwa

janin mulai ditiupkan ruh kepadanya adalah 120 hari atau sama dengan 4

82 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Terj., dari, At-Tasyri’ al-jina’i al-
Islami (Muassasah Ar-Risalah, tt), 203-204.
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bulan.® Pada masa ini, berdasarkan urutan proses pembentukannya janin
sudah dipandang memiliki dimensi spiritual dan emosional yang menandakan
potensinya sebagai manusia utuh.®* Di dalam hukum kewarisan islam juga
mengakui tentang eksistensi dari janin. Oleh karena bayi dalam kandungan
itu dinyatakan sebagai orang yang pantas menerima hak, maka ia ditetapkan
sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris bila
telah terdapat sebab dan syarat kewarisan pada dirinya.®® Hal ini menjadi bukti
bahwasannya keberadaan janin sudah diakui keberadaannya dan sudah
dapat dianggap sebagai anak atau manusia seutuhnya.

Dalam hukum pidana Islam, mengenai kematian janin dijelaskan bahwa
apabila ada janin yang mati dikarenakan adanya jinayah terhadap ibunya baik
perbuatan itu dilakukan secara sengaja atau kesalahan dan ibunya tidak ikut
mati, maka diwajibkan hukuman berupa gurrah, baik janin itu mati setelah
keluar dari kandungan ataupun janin tersebut mati didalam kandungan serta
baik janin itu laki-laki atau perempuan.

Adapun gurrah dalam hal hukuman tersebut adalah sebesar lima ratus
dirham, atau sebanyak seratus kambing dan juga dikatakan besarnya adalah
lima puluh unta. Sedangkan pelaksanaan diyat dengan cara menyerahkan
sejumlah harta kepada wali si korban sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan oleh syara’.

63 https://wahyuwulandari05.wordpress.com/2010/03/26/menurut-islam-usia-berapa-

bulankahditiupkan -roh-dalam-janin/, diakses pada 03 Maret 2021.

% Bekti Dwi Andari dkk,Aborsi Dalam Perspektif Lintas Agama, (Yogyakarta: Ford
Foundation, 2005), 54

8 Amir Syarifuddin,Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 125
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Harta tersebut bisa berasal dari harta si pelaku sendiri atau juga dari
‘agilah. Untuk pembunuhan sengaja diyat diambilkan dari harta kekayaan si
pelaku, sedangkan untuk pembunuhan serupa dengan sengaja atau
pembunuhan karena kesalahan ditanggung oleh ‘agilah, hal ini berdasarkan
hadis, Dua orang wanita dari bani Huzail saling bertengkar, kemudian salah
satu dari mereka melemparkan batu ke arah yang lain, maka wanita tersebut
meninggal beserta janin yang ada dalam perutnya. Kemudian orang-orang
membawa masalah ini ke hadapan Rasulillah Saw., maka Rasul memutuskan
bahwa diyat bagi janin si wanita yang terbunuh adalah gurrah baik laki-laki
ataupun wanita, dan Rasul juga memutuskan diyatnya wanita tersebut
ditanggung oleh keluarganya.®®

Ukuran seorang janin dapat dikatakan sebagai persona (individu yang
mandiri) masih banyak yang memperdebatkan. Pasalanya, janin yang berada
di dalam kandungan belum sepenuhnya menjadi manusia utuh yang dapat
dilindungi secara hukum. Fakta bahwa embrio adalah persona ditegaskan
kembali oleh para ahli genetika dan embriologi manusia yang mengadakan
pekan studi di Universitas La Sapienza Roma yang berakhir pada 2 Februari
2002. Pekan studi itu dilakukan oleh para ahli dari Universitas di Roma, baik
negeri maupun swasta, yang bertema “Embrio sebagai pasien”. Dalam
deklarasi akhirnya, pada poin kedua, antara lain menyatakan, “Janin yang
baru saja dibuahi menampilkan diri sebagai suatu realitasbiologis definitif :

dia adalah individu manusia secara utuh yang sedang berkembang, yang

® Muhammad bin Isma’il Al-Amir Al-Yamani, Subulun As-Salaam : I11: 246
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secara otonom (berdikari) sedikit demi sedikit, tanpa keterputusan
(discontinuity), mengaktualkan bentuknya sendiri dengan mewujudkan
program yang secara intrinsik telah ada dalamgenome-nya sendiri”.®” Hal ini
senada dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang
menyebutkan bahwa janin yang masih di dalam kandungan sudah termasuk
anak yang berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan

dekriminasi.

D. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (syari’at) adalah pembebanan
seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang
dikerjakannya (Unsur Obyektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang
tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif) .
Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah
menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti
perbuatan yang dilarang secara syar’i, baik dilarang melakukan atau dilarang
meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan
berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan
dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).®® Maka
dapat disimpulkan bahwa dalam syari’at (hukum) Islam pertanggungjawaban
itu didasarkan pada tiga hal :

1. Adanya perbuatan yang dilarang

87 Kusmaryanto,Kontroversi Aborsi, (Jakarta: Grasindo, 2002), 126
% Ahmad Hanafi, Azas-azas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967),
him,154.
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2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri

3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban itu
ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), jika
sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang
gila, anak-anak yang belum mencapai umur balig atau orang Yyang
dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan
terancam jiwanya. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam
hanya membebankan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf,
hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya
dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah balig. Hal ini didasarkan
dalam hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu daud
disebutkan:

ﬁ)ﬁo.c(,.w\cé):(.l«;wu do 0 Jsy JB el e [ Loy azile o0

5 o Al oy oo T o )L ey By S U e

Artinya: Dihapuskanketentuandari tigahal; dari orang tidur sampaiia
bangun, dari orang yanggila sampai ia sembuh dan dari anak kecilsampai
iadewasa”

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam adalah segala sesuatu
yang tidak diharamkan berarti dibolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan
diharamkan, hukumannya dijatuhi sejak pengharamannya diketahui. Adapun
perbuatan yangterjadi sebelum pengharaman maka ia termasuk dalam kategori

pemaafan. Hukum Islam memberikan alternatif bagi seorang mukallaf

dalam melaksanakan hukuman, berbeda dengan hukum positif terutama di
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masa-masa sebelum revolusi Perancis, karena pertanggungjawaban pidana
mempunyai pengertian tersendiri. Setiap orang bagaimanapun keadaannya
bisa dibebani pertanggungjawaban pidana, apakah orang itu mempunyai
kemauan sendiri atau tidak, dewasa atau belum dewasa bahkan hewan
ataupun benda yang bisa menimbulkan kerugian kepada pihak lain dapat
dibebani pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan manakala perbuatan
yang dilakukan adalah perbuatan terlarang (criminal conduct) yang mencakup
unsur-unsur ecara fisik dari kejahatan tersebut. Tanpa unsur tersebut
pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan karena pertanggungjawaban
mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang Undang-undang.
Perbuatan tersebut bisadihasilkan dari perbuatan aktif (delik komisi)
maupun perbuatan pasif (delik omisi). Hukum Islam mensyaratkan keadaan si
pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan, karenanya sangat alamiah
manakala seseorang memang menjadi objekdari pertanggungjawaban pidana,
karena pada seseorang memiliki kedua hal tersebut. Ini adalah salah satu
prinsip dasar dalam hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana itu
bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa
yang dilakukannya. Oleh karenanya ada suatu faktor yang semestinya menjadi
alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Faktor atau
sebab, merupakan sesuatu yang dijadikan oleh syara’ sebagai tanda atas
musabab (hasil/efek) dimana keberadaan musabab dipertautkan dengan

adanya sebab.
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Adapun unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban
pidana antara lain;
1. Adanya unsur melawan hukum

Asas pertanggung jawaban hukum adalah adanya perbuatan melawan
hukum atau perbuatan maksiat yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau
meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh hukum Islam.
Pertanggungjawaban tindak pidana itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat
pelanggaran atau perbuatan maksiatnya. Pelaku yang memang mempunyai
niat bermaksud untuk melawan hukum maka sanksinya (hukumannya)
diperberat. Namun jika sebaliknya maka hukumannya diperingan,
dalam hal ini faktor yang utama disini adalah melawan hukum.
Dimaksudkan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang
dilarang oleh syara’ setelah diketahui bahwa syar’i melarang atau
mewajibkan perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum merupakan
unsur pokok yang harus terdapat pada setiap tindak pidana artinya bahwa
perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum merupakan faktor
yang harus ada salam pertanggungjawaban pidana, Karena sebab (faktor)
dijadikan sebagai pertanda menentukan atau menghasilkan musabab.
Ketiadaan sebab tidak mengharuskan adanya musabab.

Dengan demikian keberadaan perbuatan maksiat atau perbuatan
melawan hukum dalam syar’i mengharuskan adanya pertanggungjawaban.
Keberadaan melakukan maksiat/melawan hukum adalah meninggalkan

perintah agama atau mengerjakan sesuatu yang menjadi larangan dalam

39



2.

agama. Perbuatan yang dilarang mencakup semua unsur-unsur fisik dari
kejahatan,  tanpa  unsur-unsur ini tidak terjadi kejahatan dan
pertanggungjawaban pidana tidak ada karena pertanggungjawaban pidana
mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang terlarang secara
Undang-undang.®

Dalam kaitan pertanggungjawaban karena melawan hukum dapat
dibedakan dalam memahaminya antara melawan hukum dan maksud
melawan hukum. Melawan hukum berarti melakukan perbuatan yang
dilarang atau meninggalkan kewajiban tanpa ada maksud dari si pelaku
itu sendiri namun menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Adapun
maksud melawan hukum adalah kecenderungan niat si pelaku untuk
melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diketahui bahwa hal
itu dilarang atau memperbuat kemaksiatan dengan maksud melawan
hukum. "
Adanya kesalahan

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah
perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang  oleh
syara’. Dimaksudkan di sini adalah kesalahan seseorang terhadap
perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Hal ini
menyangkut seseorang itu telah meninggalkan kewajiban atau perintah,

sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban.

*Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, 2003, hal. 166
Al Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, Ensiklopedi Hukum Pidanalslam,
Edisi Indonesia, hal. 81
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Ada suatu perbedaan dalam memahami kesalahan sebagai faktor
pertanggungjawaban. Perbedaan ini berkaitan dengan pengertian antara
tindak pidana dengan kesalahan itu sendiri, dimana menurut beberapa ahli
hukum bahwa pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam Undang-
Undang hanya saja tindak pidana merupakan Kkreasi teoritis yang
dikemukakan oleh para ahli hukum. Hal ini akan membawa beberapa
konsekwensi dalam memahami tindak pidana. Karena menurut para ahli
hukum kesalahan harus dipisahkan dari pengertian tindak pidana dan
kesalahan itu sendiri adalah faktor penentu dari pertanggungjawaban.
Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan hukuman. Pemahaman ini penting bukan
saja secara akademis tetapi juga sebagai suatu kesadaran dalam
membangun masyarakat yang sadar akan hukum. Sebagaimana disebutkan
bahwa tiada pidana tanpa kesalahan artinya bahwa seseorang tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana jika kesalahan yang melekat pada
subyek pelaku belum terbukti, kesalahan yang dimaksudkan disini adalah
kesalahan yang objektif artinya dapat dicela kepada pelakunya. Jonkers
memberikan pengertian tentang kesalahan dalam keterangannya tentang
schuldbegrip yang membagikan kepada tiga bagian yaitu:

a. Kesalahan selain kesengajaan atau kealpaan (opzeto of schuld)

b. Kesalahan meliputi juga sifat melawan hukum (de wederrechtelijk

heid)
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c. Kesalahan dengan kemampuan bertanggungjawab. "

Dasar penghapusnya pidana atau yang disebut dengan alasan-alasan
menghilangkan sifat tindak pidana termuat dalam buku | KUHP, di
samping itu ada juga alasan penghapus tindak pidana di luar KUHP atau
yang ada dalam masyarakat, misalnya suatu perbuatan oleh suatu
masyarakat tidak dianggap tindak pidana karena mempunyai alasan-alasan
tersendiri yang secara hukum materiil juga tidak dianggap terlarang. Juga
karena alasan pendidikan seorang orang tua menuntun anaknya untuk
mengajarkan suatu kebaikan, bisa saja orang tua tidak punyai kesalahan
sama sekali karena keliru dalam fakta. Dalam keadaan tertentu terkadang
suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat berujung pada
terjadinya tindak pidana, walaupun orang tersebut tidak menghendaki
terjadinya tindak pidana. Dengan kata lain tindak pidana dapat saja terjadi
adakalanya seseorang tidak dapat menghindari karena sesuatu yang berasal
dari luar dirinya. Faktor luar tersebut membuat seseorang itu tidak dapat
berbuat lain sehingga mengakibatkan kesalahannya itu terhapus, artinya
pada diri si pelaku terdapat alasan penghapus kesalahan. Sekalipun kepada
pelaku dapat dicela tapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi
hilang atau tidak dapat diteruskan.’

Berbeda halnya apabila kesalahan dipahami dalam pengertian
psikologi si pelaku, sekalipun terdapat faktor eksternal yang dipandang

telah menghilangkan kesalahan tetapi mengingat kesalahan selalu

"Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, hlm. 56
"2Chairul Huda, Dari Tiada Pidana him. 119
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dipandang sebagai kondisi psikologis si pelaku ketika melakukan tindak
pidana maka alasan penghapusan kesalahan merupakan alasan yang
menghilangkan kesengajaan atau kealpaan. Dalam masalah penghapus
pidana terdapat dua alasan/dasar penghapusan pidana yaitu dasar
pembenar (permissibility) dan dasar pemaaf (legal excuse). Suatu
perbuatan pidana di dalamnya terdapat alasan pembenar sebagai
penghapus pidana maka suatu perbuatan tersebut menjadi kehilangan
sifat melawan hukum sehingga menjadi legal atau secara agama terdapat
kebolehan melakukannya sehingga pelaku tidak dikenai  hukuman.
Adanya alasan pembenar berujung pada “pembenaran” atas tindakan yang
sepintas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf
berdampak pada “pemaafan” pembuatnya sekalipun telah melakukan
tindak pidana yang melawan hukum.

Yang termasuk dalam alasan pembenar diantaranya bela paksa,
keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan perintah
jabatan. Seseorang yang karena membela badan/jiwa, kesusilaan atau
membela harta miliknya dari sifat melawan hukum orang lain maka
kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban jika perbuatan
melawan hukum terjadi padanya.

Pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan hapus karena ada
kaitannya dengan perbuatan yang terjadi atau kaitannya dengan hal-hal
yang terjadi menurut keadaan bagi si pelaku. Dalam keadaan yang

pertama ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan
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perbuatan mubah (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal),
sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu
merupakan perbuatan yang terlarang namun si pelaku tidak dapat diberi
hukuman karena ada suatu keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar
dari hukuman. Kedua keadaan ini (perbuatan dan pelaku) dalam kaidah
agama disebut asbab al-ibahah dan asbab raf i al-uqubah. Asbab al-
ibahah atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya
berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.”® Pertama, disebabkan
perbuatan mubah (asbab al-ibahah) Pada dasarnya perbuatan-perbuatan
yang dilarang oleh hukum Islam itu merupakan pelarangan secara
umum bagi semua orang. Meski demikian hukum Islam melihat adanya
pengecualian atas dasar pembolehan bagi sebagian orang yang memiliki
karakter-karakter khusus disebabkan oleh keadaan dan tuntutan dari
masyarakat tertentu. Contohnya adalah pembunuhan. Perbuatan ini
diharamkan dalam Islam bagi setiap orang. Hukuman bagi pembunuh
adalah gisas yaitu berupa hukuman mati dan Islam memberikan hak
bagi si  wali korban. Jika suatu perbuatan yang dilarang namun
dibolehkan secara logika hanya untuk mewujudkan suatu kemaslahatan
tertentu, akan tetapi suatu perbuatan yang dilarang namun dikerjakan di
luar maksud dari kemaslahatan itu maka tetap dianggap suatu tindak

pidana.

BAhmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum, hal :85
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Melaksanakan kewajiban mempunyai sifat yang mutlak harus
dilakukan akan tetapi melaksanakan hak tidak secara mutlak harus
dilakukan. Antara kewajiban dan hak mempunyai perbedaan tabiat satu
sama lain mempunyai hal penting. Tidak melaksanakan/menggunakan hak
tidak berdosa dan tidak di hukum sedangkan orang yang dibebani
kewajiban akan berdosa dan dapat di hukum ketika tidak
melaksanakannya, hal ini disepakati oleh para fugaha. Hak mempunyai
keterikatan dengan syarat keselamatan, artinya orang yang menggunakan
haknya senantiasa mempunyai tanggungjawab terhadap keselamatan objek
dari hak tersebut karena yang menggunakan hak tersebut mempunyai
pilihan antara mengerjakan dan tidak mengerjakan. Sedangkan kewajiban
tidak terikat dengan keselamatan karena orang yang melaksanakan
kewajiban tidak mempunyai tanggungjawab terhadap objek dari sebuah
kewajiban itu. Kedua, disebabkan hapusnya hukuman (asbab raf i al-
uqubah). Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang
dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang.
Hanya saja oleh karena keadaan si pelaku tidak mungkin dilaksanakannya
hukuman maka ia dibebaskan dari hukuman. Di dalam hukum Islam ada 4
macam sebab yang dapat menghapuskan hukuman.”

pertama, karena paksaan. Paksaan dalam istilah hukum pidana
disebut dengan Overmacht yang selama berabad-abad telah menarik

perhatian para yuris maupun filosuf. Salah seorang filosuf Jerman,

"1bid, 116
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Imanuel Kant, menyatakan bahwa ada alasan seseorang tidak dapat
dipidana karena mempunyai daya paksa terhadap perbuatan yang terjadi,
dia menekannya bahwa tiadanya efek pidana sebagai dasar peniadaan
pidana. Dalam pandangan hukum alam perbuatan yang dilakukan dalam
keadaan overmacht dianggap keadaan darurat tidak mengenal larangan
(Necessitas non habet legem), dikatakan Fichte bahwa perbuatan
overmacht dikecualikan dari tertib hukum. Paksaan merupakan sebuah
perbuatan yang diperbuat karena pengaruh orang lain untuk melakukannya
suatu perbuatan karena hilangnya kerelaan dan merusak pilihannya. Para
fugaha berpendapat bahwa dalam paksaan harus ada perbuatan material
yang ditimpakan kepada orang yang dipaksa yang membuatnya melakukan
perbuatan yang dipaksa kepadanya. Karenanya paksaan itu harus bersifat
material dan didahului oleh perbuatan penyiksaan yang ditimpakan kepada
orang yang dipaksa.

Kedua, mabuk. Mabuk dalam Islam sangat dilarang baik mabuk
karena minuman atau karena makanan yang sifat pekerjaannya di sengaja.
Mabuk termasuk dalam salah satu kelompok jarimah, yaitu meminum
minuman keras. Secara umum yang dimaksudkan dengan mabuk adalah
hilangnya akal sehat sebagai akibat minum minuman keras, khamar atau
yang sejenis dengan itu. Semua para fugaha sependapat bahwa mabuk bisa
menghilangkan akal sehatnya dan akan selalu mengigau dalam setiap

pembicaraannya.
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Ketiga, gila. Pertanggungjawaban pidana dibebankan pada seseorang
yang mukallaf, yaitu yang memiliki kemampuan berpikir dan pilihan
dalam berbuat. Jika kedua faktor tersebut tidak dimiliki oleh seseorang
maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemampuan berpikir
seseorang itu bisa atau dapat hilang karena suatu bawaan sejak lahir atau
karena suatu sebab adanya gangguan dari luar. Manusia ketika mencapai
kedewasaan sudah dapat dengan matang menggunakan kekuatan
berpikirnya, akan tetapi karena adanya suatu gangguan atau karena
serangan penyakit baik itu sebagian atau seluruh alam berpikirnya hilang
bisa kapan dan dimana saja tanpa ada waktu tertentu. Hilangnya
kemampuan berpikir (akal sehat) dalam kehidupan sehari-hari dapat

dinamakan dengan gila.
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BAB I11
PENDAPAT IMAM AL-IMRANIY ASY-SYAFI'Y DAN IMAM
‘ALAUDIN ABI BAKR AL-HANAFIY TENTANG MEMUKUL WANITA
HAMIL YANG MENYEBABKAN KEMATIAN JANIN

A. Biografi Imam ’Imraniy
1. Kelahiran dan kondisi lingkungan

‘Imraniy lahir pada tahun 489 Hijriyah. Seorang Syaikh
(mahaguru) pengikut aliran figih Syafi’i berkebangsaan Yaman ini
mempunyai nama lengkap Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim bin Sa’id
bin Abdillah bin Muhammad bin Musa bin Imron ‘Imraniy al-Yamany.
Nama ‘Imraniy dinisbatkan kepada beliau karena ia merupakan keturunan
dari sahabat Imron bin Rabi’ah.”

Beliau lahir di sebuah desa bernama Sair,”® terletak di sebelah
timur laut (syamal syarq) kota Janad. Kota Janad sendiri adalah sebuah
kota setingkat kota kabupaten yang masuk dalam wilayah kegubernuran
Taiz, Yaman. Kota Janad terletak 21 km sebelah timur laut kota Taiz.
Sedangkan Taiz teletak di 1324 km sebelah barat Hadramaut. Menurut
penuturan Qodli Ismail al-Akwa’ dalam kitab Hijar al- ‘ilm wa Ma aqilihi
fi al-Yaman, Secara geografis desa tersebut merupakan wilayah dataran
rendah Yaman (al-Yaman al-asfal) karena letaknya berada pada lembah
Sair (wady sair). Namun, Sair adalah desa yang masyhur sebagai daerah

terdidik, banyak alumninya yang menjadi tenaga pendidik, ahli fatwa, ahli

" Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-’Imraniy, Al-Bayan fi al-Madzhab al-
Imam asy-Syafi’l, Dar al-Minhaj, Juz I, him. 121.
"® Sumberdari id.wikipedia.org, diakses pada tanggal 15-06-2019, pukul 22.44 wib.
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figih, dan lain sebagainya,’’ namun sayang tidak disebutkan siapa saja
tokoh yang lahir dari desa tersebut.
2. Pendidikan
Pendidikam  ‘Imraniy tergolong sangat panjang. Beliau
mengembara ke beberapa daerah untuk mendengar, mengkaji, dan belajar
kepada beberapa ulama, diantaranya adalah:

1) Imam Abu al-Futth bin ‘Utsman Al-’imraniy, beliau adalah paman
Abu al-Husain. kepadanya, Abu al-Husain belajar kitab At-Tanbih dan
Kafy al-Farad karya Syaikh Ishaq bin Yusuf bin Ya’qub Al-Sardlofi.

2) Imam Zain bin Abdillah al-Yafa’i.

3) Abu al-Hasan Sirojuddin ‘Ali bin Abi Bakr Himir al-Yamani al-
Hamdani, beliau adalah ahli hadits terkenal. Kepadanya, Abu al-
Husain juga belajar kitab Kafy al-Faraid dan At-Tanbih lagi.

4) Dan untuk kesekian kalinya, Abu al-Husain belajar lagi kitab At-
Tanbih, kali ini dengan Imam Musa bin Ali As-Sa’by

5) Kemudian atas permintaan dari masyayikh bani Imron, al-Fagih
Abdullah bin Ahmad al-Zabrani datang ke desa Sair, dan darinya Abu
al-Husain belajar kitab Al-Muhadzab, Al-Luma’ karya Abu Isaq, al-
Mulakhkhos, al-Irsyad karya Imam Ibnu ‘Abdawaih, dan untuk
kesekian kalinya belajar lagi kitab Kafy al-Faraid karya Al-Sardafi.

6) Kemudian Abu al-Husain pindah ke Uhazah bersama al-Fagih Umar

bin ‘Alqomah, di sana beliau menimba ilmu dari Imam Zaid bin

" Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-’Imraniy, Al-Bayan fi al-Madzhab al-
Imam asy-Syafi’l, Dar al-Minhaj, Juz I, him. 123.
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Hasan al-Fayisyi. Kitab yang dikaji adalah Al-Muhadzab, Ta’liqat
asy-Syaikh Abi Isaq fi Usul al-Figh, Al-Mulakhkhos, Ghorib al-Hadits
karya Abu Ubaid al-Harawy, Mukhtasar al-‘Ain karya Imam al-
Khawafy, Nizam al-Ghorib karya Ar-Roba’i. Ketika kembali lagi ke
desa Zi as-Safal, beliau belajar ilmu Nahwu (tata bahasa Arab) dalam
kitab Al-Kafy karya Ibnu Ja’far As-Saffar, dan kitab Al-Jumal karya
Al-Zijaji.™
3. Pengakuan terhadap ’Imraniy
Imam Abu al-Husain ‘Imraniy adalah ulama yang cerdas.
Kecerdasan beliau sudah mulai nampak sejak kecil. Belum genap berusia
tiga belas tahun beliau sudah hafal al-Quran. Di usia yang sama, beliau
juga sudah membaca kitab At-Tanbih, al-Muhadzab, faraid, dan banyak
lainnya. Kedalaman ilmunya banyak diakui, salah satunya adalah Imam
Tajuddin As-Subuki, beliau mengatakan:
Bjle el dom oY) st 15 Loy, Ialy L) 0187 eSSl J
038 O 2 8y, Al gb o "l Laig | ol w3ISUly oVl aidll]

79.@)3.&4) ,";Lf»)‘;}\" 4 n@u\n -hﬂ-;: Laf ,w Jf

Artinya: Imam as-Subuky telah bercerita mengenai Imam Abu al-
Husain Al-Imroni: “beliau adalah sosok imam yang zuhud, wira’i,
namanya masyhur, reputasinya tinggi, sosok yang mengerti betul
permasalahan figih, usul, teologi, dan tata kebahasaan. Beliau hafal
kitab Muhazzab di luar kepala, diceritakan bahwa setiap malam beliau
selalu membacanya. Beliau menghafal Muhazzab, sama seperti ketika
beliau menghafal kitab Luma’, al-Irsyad, dan kitab-Kitab yang lain.

8 Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-’imraniy, Al-Bayan..., Juz 1, him. 123.
" Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-‘Imrany, Al-Bayan..., Juz |, him. 122.
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4. Karya-karya ’Imraniy

Kesaksian as-Subuky di atas bukanlah tanpa alasan, pasalnya

kecerdasan dan kealiman Imam Abu al-Husain ‘Imraniy memang telah

dibuktikan ke dalam berbagai buah karya. Dan kitab ‘“al-Bayan”

merupakan hasil karya dari sekian puluh karya beliau yang lain,®

diantaranya:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

Az-Zawaid (517-520 H).

Al-Ahdats.

Ghoroib al-Wasit.

Mukhtasor al-Thya’

Al-Intisor fT ar-Rodd ‘ala al-Qodariyyah al-Asyror.

Manaqib al-Imam al-Syafi’i.

As-Su'al ‘amma fi al-Muhadzab min al-Isykal.

Musykil al-Muhadzab (kitab ini menurut sebuah riwayat ditulis
untuk memenuhi permintaan muridnya, Muhammad bin Muflih,
tahun 549 H).

Al-Fatawa.

10) Syarh al-Wasail.

11) Al-Ihtirozat.

12) Magasid al-Luma’.

13) Managib al-lmam Ahmad.

14) As-Su'al ‘amma fi al-Muhadzab wa al-Jawab ‘anha.

8 Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-‘Imrany, Al-Bayan..., Juz |, him. 129-

130.
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15) Ad-Daur.

Selain dikenal sebagai seorang ‘Alim (luas wawasan keilmuannya),
Imam Abu al-Husain ‘Imraniy juga dikenal sebagai pribadi yang santun,
mempunyai rasa hormat yang tinggi kepada sesama, sehingga dari sini
banyak orang yang akhirnya juga menaruh hormat dan cinta kepada
beliau. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang disiplin dalam
menggunakan waktu, seluruh waktunya tidak boleh terlewat kecuali
dengan selalu berdzikir kepada Allah dan mudzakarah (mengingat-ingat)
pelajaran/ ilmu.®

5. Metode Istinbath Hukum ‘Imraniy

‘Imraniy merupakan Ulama yang bermadzhab Syafi’i. Dari itu
maka dasar penggalian hukum yang digunakan mengikuti dengan Imam
Syafi’i, karena secara keilmuan berkiblat kepada Imam Syafi’i. hal
tersebut juga dinyatakan oleh ‘Imraniy dalam kitabnya al-Bayan. Bahwa
‘Imrani mengikuti Imam Syafi’i dalam beristinbath.®? Metode penggalian

hukum atau istunbath tersebut diantaranya yaitu :

a. Al-Qur’an

Jumhur ulama, termasuk Imam Syafi'i menempatkan Al-
Quran pada urutan pertama sebagai landasan hukum Islam. Sebab,
tidak ada sesuatu atau kekuatan apapun yang dapat menolak
keontetikan Al-Qur'an. Meskipun sebagian hukumnya masih ada yang

bersifat zanni, sehingga dalam penafsirannya membutuhkan garinah

8 Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-‘Imrany, Al-Bayan..., Juz |, him. 127.
8 Abi al-Husain Yahya bin Abi Al-Khoir bin Salim al-’Imraniy, Al-Bayan fi al-Madzhab al-
Imam asy-Syafi’l, Dar al-Minhaj, Juz | (Mugaddimah), him. 38.
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yang kemungkinan besar akan menghasilkan penafsiran perbedaan
pendapat.

Dalam memahami al-Qur'an, Imam Syafi'i memperkenalkan
konsep al-bayan. Dengan konsep yang digagas Imam Syafi'i tersebut,
menghasilkan klasifikasi dalam memahami Al-Qur'an ada dilalah nash
atas ‘amm dan khas. Dari klasifikasi tersebut, muncul dilalah 'amm
dengan maksud ‘amm, ada pula dilalah ‘amm dengan dua maksud
‘amm dan khas. Selain itu, ada juga dilalah ‘amm dengan maksud
khas. Klasifikasi dilalah tersebut dalam pemaknaannya ditentukan
oleh konteksnya atau berdasarkan makna implisit bukan eksplisit.®®

b. Sunnah

Setelah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, sumber
hukum yang kedua adalah Sunnah. Sunnah menjadi landasan hukum
yang berfungsi sebagai penjelas dalam menginterpretasikan nash Al-
Quran yang bersifat mujmal, mutlag, atau ‘amm.®*

Maka dari itu, Imam Syafi'i menempatkan posisi Sunnah
sejajar dengan Al-Quran. Hal itu disebabkan peran sunnah yang
sangat penting dalam menjelaskan serta penetapan suatu hukum.
Imam Syafi'i memiliki pandangan berbeda dengan Abu Hanifah dan
Malik dalam pemakaian hadits ahad. Imam Abu Hanifah secara

mutlak meninggalkannya, Imam Malik lebih mengutamakan tradisi

& Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Risalah, him. 21-23
# Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Risalah, him. 190
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C.

masyarakat Madinah,sementara Imam Syafi'i secara mutlak
menggunakannya selama memenuhi kriteria.
ljma’

Menurut Imam Syafi'i, ijma merupakan konsesus yang tidak
diketahui ada perselisinan pada hukum yang dimaksudkan. Imam
Syafi'i menyakini bahwa tidak mungkin semua ulama bersepakat atas
ketidakbenaran.

Dalam hal ini, Imam Syafi'i membagi ijma menjadi dua
kategri, yakni ijma’ sarih dan ijma’ sukuti. Namun, yang boleh
dijadikan hujah menurut Imam Syafi'i adalah ijma sarih. Sebab,
kesepakatan dalam ijma itu disandarkan kepada nash, serta berasal
dari sesuatu yang tegas dan jelas sehingga tidak mengandung
keraguan. Alasan Imam Syafi'i menolak ijma sukuti karena tidak
merupakan kesepakatan semua mujtahid. Di samping itu, diamnya
mujtahid dalam  pandangan Imam  Syafi'i belum tentu
mengindikasikan persetujuan.

Perkataan Sahabat

Dalam pandangan Imam Syafi'i, perkataan sahabat lebih
diutaakan sebagai landasan istinbath daripada akal mujtahid. Sebab
menurut Imam Syafi'i, para sahabat itu lebih dekat kurun waktunya
dengan Nabi Muhammad, sehingga paham dengan latar belakang

turunnya nash atau hadis nabi. Di samping itu, sahabat lebih pintar,
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lebih tagwa, dan lebih wira'i. Oleh sebab itu, mereka lebih
berkompeten untuk melakukan ijtihad daripada ulama sesudahnya.
e. Qiyas

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang
pertama kali mengkaji giyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-
dasarnya) adalah Imam Syafi'i.?> Imam Syafi'i menempatkan giyas
setelah Al-Quran, Hadits, Ijma dan fatwa sahabat. Beliau
menggunakan giyas dan menolak istihsan, karena menurutnya barang
siapa menggunakan istihsan sama halnya membuat syari‘at dengan
hawa nafsu.

Tentunya, giyas yang dapat diamalakan harus memenubhi
syarat yang berlaku. Menurut Imam Syafi'i, ada empat poin giyas
dapat dijadikan hujah. Pertama, Orang yang mengambil giyas harus
mengetahui bahasa arab. Kedua, mengetahui hukum Al-Quran, faraid,
uslub, nasikh mansukh, ‘amm khas, dan petunjuk dilalah nas. Ketiga,
mengetahui sunnah, gaul sahabat, ijma dan ikhtilaf dikalangan ulama.
Keempat, mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga
mampu membedakan masalah yang mirip hukumnya.®®

f. Istishab

Istishab secara bahasa bermakna persahabatan dan

kelanggengan persahabatan. Dalam kitab Irsyadul Fuhul, Imam As

Syaukani menjelaskan definisi istishab adalah dalil yang memandang

& Abu Zahrah , al-Syafii Hayatuhu wa Asruhu wa Ara“uhu wa Fighuh, (Beirut: Dar al-Fikr,
1418 H/1997), him. 298.
8 Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Risalah, him. 510-511
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tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang
mengubahnya.”®’

Sementara menurut Ibnu Qayyim, istishab ialah melestarikan
yang sudah positif dan menegaskan yang negatif (tidak berlaku),
yakni tetap berlaku hukum asal, baik yang positif maupun negatif
sampai ada dalil yang mengubah status quo keduanya.®®

Sedangkan menurut Imam Bultaji, Imam Syafi'i acap kali
menetapkan hukum dengan prinsip-prinsip istishab. Artinya Imam
Syafi memberlakukan hukum asal sebelum ada hukum baru yang

mengubahnya. Misalnya, setiap mukallaf pada dasarnya tidak punya

beban apa-apa sebelum adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad.®

B. Biografi mam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy
1. Riwayat Hidup ‘Alaudin
Nama asli Ibnu Mas’ud al-Kasani adalah Abu Bakar Alauddin bin
Mas’ud bin Ahmad bin Alauddin al-Kasani.*® Sebutan al-Kasani diambil
dari istilah Kasan, sebuah daerah di sekitar syasy. Dalam kitab misyabihun
Nisbah karya ad-Dzahabi disebutkan bahwa daerah Kasan merupakan

daerah yang luas di Turkisan dan penduduk aslinya sering menyebut

8 Dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, him. 450-451

& Dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, him.451

8 Muhammad Bultaji, Manhaj al-Tasyri’ al-Islami fi Al-Qarni al-Tsani al-Hijri, (Universitas
Islam bin Sa“ud, 1997), dikutip oleh Dede Rosyada, Hukum Islam...., him. 147

% Zulkifli Mohamad al-Bakri, Siri Mawagif al-Ulama:lmam Abu Hanifah, (Negeri Sembilan:
Pusaka Cahaya Kasuri,1969), h.58
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daerah tersebut dengan kasan yang berarti sebuah yang indah dan memiliki

benteng yang kokoh.

Tahun kelahiran al-Kasani tidak disebutkan dengan jelas,
sedangkan waktu wafatnya adalah pada tanggal 10 Rajab 587 H. Ibn
‘Adim berkata, saya mendapatkan Dhiyya ad-Din berkata: saya
mendatangi al-Kasani pada hari kematiannya dan dia membaca surah
lbrahim.®*

Al-Kasani merupakan salah satu ulama Mazhab Hanafi yang
tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan sultan Nuruddin Mahmud dan
di masa ini pula al-Kasani menjadi gurbenur daerah Halwiyah di Alippo.

2. Guru-guru

Di antara guru-guru al-Kasani adalah sebagai berikut:

a. Alauddin Mahmud bin Ahmad al-Samargondi, al-Kasani belajar figh
dengan beliau, beliau adalah pengarang kitab figh At-Thuhfah,
alKasani membaca sebagian besar karangan-karangannya.

b. Sadr al-Islam Abi Al-Yasar al-Badawi

c. Abu al-Mu’min Maemun al-Khahuli

d. Majidul Aimah Imam al-Ridlo al-Syarkasi.>

3. Murid-murid
Di antara murid-murid al-Kasani adalah sebagai berikut:

a. Mahmud yaitu putra al-Kasani

° Zulkifli Mohamad al-Bakri, Siri Mawagif al-Ulama:lmam Abu Hanifah, (Negeri Sembilan:
Pusaka Cahaya Kasuri,1969), h.58
% Ibid, h. 75
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b. Ahmad bin Mahmud al-Ghoznawi, vyaitu pengarang Kkitab

alMugodimah al-Ghoznawiyah al-Figh al-Hanafi.”
4. Karya-karya ‘Alaudin
Di antara karya-karya al-Kasani adalah sebagai berikut:

a. Bada’i Sana’i fi Tartib al-Shara’l Kitab ini adalah syarah kitab
Thuhfah al-Fugaha karya alSamargondi, al-Kasani dinikahkan dengan
putrinya yaitu Fatimah. Dikatakan bahwa sebab perkawinan al-Kasani
dengan Fatimah adalah karena Fatimah perempuan yang cantik yang
hafal kitab Thuhfah karya ayahnya. Banyak raja-raja dari negeri Ruum
yang melamarnya, ketika al-Kasani mengarang kitab Bada’i Sana’i dan
memperlihatkan pada gurunya, beliau sangat senang. Kemudian al-
Samargondi menikahkan al-Kasani dengan putrinya, dimana sebagian
maharnya adalah kitab alKasani.**

b. Al-Shulton al-Mubin fi Ushul ad-Din Mengenai kepandaian al-Kasani,
sebagaimana yang terdapat pada beberapa syairnya, diantaranya: “Aku
mendahului orang-orang yang alim kepada kedudukan yang benar dan
kemampuan yang tinggi” “Demikian kebijakan munculnya cahaya
petunjuk pada malam yang gelap gelita” “Orang-orang ingkar
mendadankannya, tetapi Allah  menghalangi hingga Allah yang
menyempurnakannya.” Karya terbesar al-Kasani yaitu Kitab figih yang

berjudul Bada’l Sana’i fi Tartib al-Shara’i. Kitab ini merupakan salah

% Ibid, h.75
% Ibid, h.76
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satu rujukan bagi orang yang bermazhab Hanafi, selain kitab al-

Mabsuth karangan Imam Kamal Ibn Human.*

5. Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi

a. Al-Qur’an

C.

Al-Qur’an adalah sumber pokok ajaran Islam yang memberi
sinar pembentukan Hukum Islam sampai akhir zaman. Segala
permasalahan hukum agama merujuk kepada al-Quran tersebut atau
kepada jiwa kandungannya.®
Sunnah

Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelas al-Quran, merinci yang
masih umum. Siapa yang tidak mau berpegang kepada Sunnah tersebut
berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang
beliau sampaikan kepada ummatnya.®’

Agwalush Shahabah (Perkataan Sahabat)

Para sahabat itu adalah termasuk orang yang membantu
menyampaikan risalah Allah, mereka tahu sebab-sebab turunnya
ayatayat al-Quran (walau tidak semua sahabat mengetahuinya), mereka
lama bergaul dengan Rasulullah, sehingga mereka tahu bagaimana
kaitan Hadits Nabi dengan ayat-ayat al-Qur’an yang diturunkan itu.
Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu
Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang

membawa ajaran

% Ibid, h.76
% Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h.188
*" Ibid, h. 188
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Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan
pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut.
Oleh sebab itu pernyataan hukum mereka dapat dikutip untuk
diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Ketetapan sahabat ada dua
bentuk, yaitu ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk Ijmak
dan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa. Ketentuan-ketentuan hukum
yang ditentukan lewat ijmak mengikat, sedang yang ditetapkan lewat
fatwa tidak mengikat.

Kemudian Abu Hanifah juga berpendapat bahwa ijmak itu masih
dapat dilakukan dalam penetapan hukum untuk persoalan hukum
kontemporer yang dihadapi para mujtahid, sejauh ulama itu dapat
menyatakan pendapatnya secara bersama-sama.*®

d. Qiyas

Abu Hanifah berpegang kepada Qiyas, apabila ternyata dalam al-
Quran, Sunnah atau perkataan Sahabat tidak beliau temukan. Beliau
menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang
ada setelah memperhatikan illat yang sama antara keduanya. *°

e. lIstihsan

Istihsan sebenarnya merupakan pengembangan dari Qiyas.
Penggunaan ar-Ra’yu lebih menonjol lagi. Istihsan menurut bahasa
berarti “menganggap baik” atau “mencari yang baik.” Menurut istilah

Ulama Ushul Figh, Istihsan ialah meninggalkan ketentuan giyas yang

% Ibid, h. 189
% Ibid, h. 189
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jelas illatnya untuk mengamalkan giyas yang samar illatnya, atau
meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada
hukum vyang bersifat pengecualian karena ada dalil yang
memperkuatnya.'®
f. ‘Urf

Pendirian beliau ialah, mengambil yang sudah diyakini dan
dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah
muamalah manusia dan apa yang mendapatkan maslahat bagi mereka.
Beliau melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam al-
Qur’an, Sunnah, Ijmak atau Qiyas, dan apabila tidak baik dilakukan
dengan cara Qiyas), beliau melakukannya atas dasar Istihsan selama
dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan Istihsan, beliau

kembali kepada ‘urf manusia.'®*

C. Pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi’iy dan Imam ‘Alaudin Abi Bakr
Al-Hanafiy tentang Memukul Wanita Hamil yang Menyebabkan
Kematian Janin

Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan prototype dari prilaku
menyimpang, Vyaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari
aturanaturan pengertian normative atau dari harapan-harapan lingkungan

sosial yang bersangkutan.72

190 Ipid, h. 190
101 |pid, h. 194
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Dan salah satu cara untuk mengendalikannya adalah dengan sanksi
pidana. Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan
sanksi pidana adalah penjeraan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu
sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat.
Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan
dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.

Dalam kitab al-Bayan, yang merupakan syarah al-Muhadzdzab, Imam al-
Imraniy menyatakan bahwa:

102 5 0 e

Artinya: “jika seseorang memukul perut wanita hamil kemudian
meninggal dan lalu janin wanita keluar setelah kematian ibunya, maka wajib
menanggung terhadap kematian ibu dengan diyat dan menanggung pula
terhadap janin dengan ghurrah.”

Kemudian dalam kitab Badai’ al-Shonai’, Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-
Hanafiy mengemukakan:

1 ekt 3 ade 18 Yy 091 B el e g ey o O

Artinya: “jika janin keluar setelaah kematian ibunya dalam keadaan

sudah mati, maka harus menanggung diat terhadap ibunya, dan tidak
menanggung atas janin.”

Dalam hukum pidana Islam, mengenai kematian janin dijelaskan

bahwa apabila ada janin yang mati dikarenakan adanya jinayah terhadap

ibunya baik perbuatan itu dilakukan secara sengaja atau kesalahan dan ibunya

tidak ikut mati, maka diwajibkan hukuman berupa gurrah, baik janin itu mati

102 Abi al-Husain Yahya ibn Abi al-Khair ibn Salim ‘Imraniy al-Syafi’iy al-Yamanniy, Al-
Bayan fi-Madzhab al-lmam al-Syafi ’i, (Dar al-Minhaj), Jilid 11, him. 498.

193 Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy, Badai’ al-Shonai’, (Bairut: Lebanon, Dar al-Kutb
al-*Alamiyah), jilid 10, hlm. 458.
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setelah keluar dari kandungan ataupun janin tersebut mati didalam kandungan
serta baik janin itu laki-laki atau perempuan.

Adapun gurrah dalam hal hukuman tersebut adalah sebesar lima ratus
dirham, atau sebanyak seratus kambing dan juga dikatakan besarnya adalah
lima puluh unta. Sedangkan pelaksanaan diyat dengan cara menyerahkan
sejumlah harta kepada wali si korban sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan oleh syara’.

Harta tersebut bisa berasal dari harta si pelaku sendiri atau juga dari
‘agilah. Untuk pembunuhan sengaja diyat diambilkan dari harta kekayaan si
pelaku, sedangkan untuk pembunuhan serupa dengan sengaja atau
pembunuhan karena kesalahan ditanggung oleh ‘agilah, hal ini berdasarkan
hadis, Dua orang wanita dari bani Huzail saling bertengkar, kemudian salah
satu dari mereka melemparkan batu ke arah yang lain, maka wanita tersebut
meninggal beserta janin yang ada dalam perutnya. Kemudian orang-orang
membawa masalah ini ke hadapan Rasulillah Saw., maka Rasul memutuskan
bahwa diyat bagi janin si wanita yang terbunuh adalah gurrah baik laki-laki
ataupun wanita, dan Rasul juga memutuskan diyatnya wanita tersebut

ditanggung oleh keluarganya”.'%*

194 Muhammad bin Isma’il Al-Amir Al-Yamani, Subulun As-Salaam : I11; 246
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BAB IV
ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-IMRANIY ASY-SYAFI'Y DAN IMAM
‘ALAUDIN ABI BAKR AL-HANAFIY TENTANG MEMUKUL WANITA
HAMIL YANG MENYEBABKAN KEMATIAN JANIN

A. Analisis Pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi’iy dan Imam ‘Alaudin Abi
Bakr Al-Hanafiy tentang Memukul Wanita Hamil yang Menyebabkan
Kematian Janin

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis tindak pidana dalam Pendapat
Imam Al-Imraniy Asy-Syafi’iy dan Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy
Tentang Memukul Wanita Hamil Yang Menyebabkan Kematian Janin.

Adapun terkait dengan tindak pidana terhadap wanita hamil yang
mengakibatkan kematian, Imam al-Imrany dalam Kkitab al-Bayan, yang
merupakan syarah al-Muhadzdzab, menyatakan bahwa:

o2y L V) s B e Wi il o 23, BT ey i Oy
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Artinya: “jika seseorang memukul perut wanita hamil kemudian
meninggal dan lalu janin wanita keluar setelah kematian ibunya, maka wajib
menanggung terhadap kematian ibu dengan diyat dan menanggung pula
terhadap janin dengan ghurrah.”

Dalam pendapat tersebut ada dua persoalan yang akan penulis bahas.
Pertama adalah orang yang memukul menanggung atas kematian si ibu yang
telah dipukul sampai mengakibatkan kematian. Kedua adalah orang yang

memukul menangggung (memberikan ghurrah) atas janin yang dikandung si

ibu yang telah dipukul. Dua persoalan tersebut merupakaan perbuatan pelaku

105 Abi al-Husain Yahya ibn Abi al-Khair ibn Salim ‘Imraniy al-Syafi’iy al-Yamanniy, Al-
Bayan fi-Madzhab al-lmam al-Syafi i, (Dar al-Minhaj), Jilid 11, him. 498.
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yang memukul wanita hamil yang mengakibatkan dua pertanggungjawaban
pidana, yakni terhadap ibu dan janin yang dikandung oleh si ibu.
Penjelasannya yaitu sebagai berikut:

Pertama, orang yang memukul menanggung atas kematian si ibu yang
telah dipukul sampai mengakibatkan kematian. Dalam pendapatnya Imam al-
Imrany tersebut, orang yaang memukul wanita hamil yang mengakibatkan
kematian, ia dihukum diyat. Mengidentifikasi persoalan tersebut, penulis
menyimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan jarimah al-gatl syibhul ‘amd
atau pembunuhan menyerupai sengaja. Menurut Imam Syafi’i dan Abu Yusuf
yang dikutip oleh Abdul Qadir ‘Audah, pengertian pembunuhan menyerupai

sengaja adalah sebagai berikut:
LI oy iy VL 4o dansy O

“Pembunuhan menyerupai sengaja adalah menyengaja untuk memukul
dengan benda-benda yang secara umum tidak digunakan untuk membunuh.”
Abdul Qadir ‘Audah juga menjelaskan unsur-unsur pembunuhan,
diantaranya yaitu sebagai berikut:
1) Adanya perbuatan dan pelaku yang mengakibatkan kematian.

Untuk terpenuhinya unsur ini, disyaratkan bahwa pelaku
melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, baik
berupa pemukulan, pelukaan, atau lainnya. Adapun alat atau cara
yang digunakan tidak tertentu. Artinya, kadang-kadang bisa saja

tanpa menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan dan

kadang-kadang menggunakan alat, seperti kayu, rotan, tongkat, batu,

106 Ali Ahmad, al-Qishas wa al-Hudud fi al-Figih al-Islami, (Darl Igra’, Beirut: Lebanon),
1985, him. 31.
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atau cambuk.?’

Di samping itu, disyaratkan perbuatan yang
dilakukan adalah perbuatan yang dilarang. Apabila perbuatannya
bukan perbuatan yang dilarang, yaitu mubah maka pembunuhannya
buka menyerupai sengaja melainkan termasuk pembunuhan karena
kesalahan.

2) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan

Pembunuhan menyerupai sengaja disyaratkan adanya kesengajaan
dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang kemudian
mengakibatkan matinya korban. tetapi bukan kesengajaan
membunuh. Disinilah letak perbedaan antara pembunuhan sengaja
dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Dalam pembunuhan
sengaja, niat untuk membunuh korban merupakan unsur yang sangat
penting, sementara dalam pembunuhan menyerupai sengaja, niat
untuk membunuh korban tidak ada.'%®

3) Kematian adalah akibat perbuatan pelaku

Antara perbuatan pelaku dan kematian korban terdapat hubungan
sebab akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat

dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan

tersebut terputus, artinya kematian disebabkan oleh hal lain, pelaku

197 Abd al-Qadir Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-lslamiy, (Beirut: Muassasah al-Risalah,1992),
jilid 2, him. 95.
198 Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-lslamiy, him. 100.
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tidak dianggap sebagai pembunuh, melainkan hanya sebagai pelaku
pemukulan.*®

Hukuman-hukuman dalam pembunuhan semi sengaja ada yang
pokok, yaitu diyat dan kafarat, ada hukuman pengganti, yaitu takzir
dan puasa, dan ada hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak-
mewaris dan pencabutan hak-menerima wasiat.

Dari pemaparan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa terkait dengan
pendapat Imam al-Imrany tentang seseorang yang memukul wanita hamil
dihukum diyat merupakan tindakkan atau jarimah pembunuhan semi sengaja.
Karena dalam keterangan pendapat Imam Imrany menggunakan kata
“memukul”, kata tersebut mengidentikkan dengan orang yang menyakiti,
bukan niat menghilangan nyawa atau membunuh.

Kedua, orang yang memukul menangggung (memberikan ghurrah) atas
janin  yang dikandung si ibu yang telah dipukul. Secara
bahasa, ghurrah (huruf ghain dibaca dhammah, danra’yang  di-tasydid)
artinya harta yang paling berharga. Ghurrah menurut etimologi adalah pilihan
anatara budak laki-laki dan budak perempuan. Dinamakan ghurrah karena
keduanya merupakan harta yang paling berharga. Setelah perhambaan
dihapuskan dari dunia ini, para ulama  fikih sepakat
menentukan ghurrah dengan lima ekor unta.’*® Sapiudin sidiq dalam bukunya

Fikih Kontemporer memaparkan bahwa ulama mazhab Syafi’i mengharamkan

109 Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-lslamiy, (Beirut: Muassasah al-Risalah,1992),
jilid 2, him. 102.

119 svarh az-Zurgani Wa Hasyiah asy-Syibani vol. 8. him. 32. Hasyiah Ibn 'Abidin vol. 5,
him. 517. Asnd al-Mathalib vol. 4, him. 94. Al-Mughnt vol. 9, him. 54, dalam
https://konsultasisyariah.com/3440-apa-itu-ghurrah.html, diakses pada Minggu, 20 Juni 2021.
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aborsi sebelum usia kandungan mencapai empat bulan diantaranya adalah
Imam Al-Ghazali dan Ibnu Hajar. Keduanya sama-sama mengharamkan
aborsi sebelum usia kandungan mencapai empat bulan.***

Oleh karena itu, maka penulis menyimpulkan bahwa adanya pendapat
tersebut dapat menjadi penguat dan pendukung terhadap pendapat Imam al-
Imrany tentang seorang yang memukul wanita hamil yang mengakibatkan
kematian janin, maka ia harus menanggung janin tersebut.

Kemudian dalam kitab Badai’ al-Shonai’, Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-
Hanafiy mengemukakan:

112 . . & - . . .
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Artinya: “jika janin keluar setelah kematian ibunya dalam keadaan
sudah mati, maka harus menanggung diat terhadap ibunya, dan tidak
menanggung atas janin.”

Dalam pendapat tersebut, orang yang memukul menanggung atas
kematian si ibu yang telah dipukul sampai mengakibatkan kematian. Dalam
pendapatnya Imam ‘Alaudin tersebut, orang yaang memukul wanita hamil
yang mengakibatkan kematian, ia dihukum diyat. Mengidentifikasi persoalan
tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan jarimah al-
qatl syibhul ‘amd atau pembunuhan menyerupai sengaja.

Menurut Hanafiyah, seperti dikutip oleh Abdul Qadir ‘Audah, pengertian

pembunuhan menyerupai sengaja adalah sebagai berikut:

Bl U iy & 558 ol o) o) ) o byl ol Land [0 e b o

gapiudin Shidig, Fikih Kontemporer, him. 51.

12 Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy, Badai’ al-Shonai’, (Bairut: Lebanon, Dar al-Kutb
al-‘Alamiyah), jilid 10, him. 458.

3 Abd al-Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-Jinai al-lslamiy, hlm. 93.
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Artinya : “Pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan di
mana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan,
atau benda lain yang mengakibatkan kematian.”

Menurut definisi tersebut, pembunuhan menyerupai sengaja memiliki dua
unsur yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan
terlihat kesengajaan berbuat berupa pemukulan. Unsur kekeliruan terlihat
dalam ketiadaan niat membunuh. Dengan demikian, pembunuhan tersebut
menyerupai sengaja karena adanya kesengajaan dalam berbuat. Hukuman-
hukuman dalam pembunuhan semi sengaja ada yang pokok, yaitu diyat dan
kafarat, ada hukuman pengganti, yaitu takzir dan puasa, dan ada hukuman
tambahan, yaitu pencabutan hak-mewaris dan pencabutan hak-menerima
wasiat.

Adapun pertanggungjawaban pidana terhadap janin dalam pendapatnya
Imam ‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy, mengatakan bahwa tidak ada hukuman
baginya. Artinya apabila ada seseorang memukul wanita hamil sehingga
mengakibatkan kematian janin, maka ia tidak menanggung atas janinnya,
melainkan pertanggungjawabannya hanya terhadap wanita tersebut. Para
ulama dari mazhab Hanafi, termasuk Muhammad Romli dalam kitabnya al-
Nihayah, yang dikutip oleh saipudin sidig memaparkan bahwa, membolehkan
aborsi yang dilakukan sebelum usia kandungan mencapai empat bulan.
Alasannya adalah janin belum memiliki nyawa pada usia kandungan tersebut.
Namun ada juga yang berpendapat makruh dengan alasan bahwa janin masih

dalam tahap pertumbuhan.***

4gapiudin Shidig, Fikih Kontemporer, him. 50.
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Dari pernyataan tersebut, dapat menjadi penguat dan pendukung adanya
pendapat Imam ‘Alaudin al-Hanafiy yang berpendapat bahwa apabila
seseorang memukul waniita hamil yang mengakibatkan kematian janin, maka
ia tidak menanggung kematian janin.

Sedangkan dalam hukum pidana di Indonesia, pembunuhan sebagaimana
dalam pendapat Imam Imrany maupun Imam °‘Alaudin, atau yang disebut
pembunuhan semi sengaja, diataur dalam pasal 359 KUHP yang dikategorikan
dalam pembunuhan tidak sengaja. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan
dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak
dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang
rumusannya sebagai berikut : “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan
matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
atau kurungan paling lama satu tahun”. Letak perbedaan bentuk kejahatan
pembunuhan terhadap nyawa orang lain antara Pasal 338 dan 359 KUHP ini
adalah pada Pasal 338 terdapat unsur kesengajaan dan sedangkan pada Pasal
359 adanya unsur kealpaan. Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359
KUHP ini, ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap
pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana
kurungan paling lama satu tahun. Sehingga bentuk sanksi hukuman ini juga
merupakan unsur yang membedakan bentuk pembunuhan yang disengaja
dengan yang tidak disengaja. Sebab dalam pembunuhan yang disengaja tidak
ada sanksi pidana kurungan, semuanya berupa pidana penjara. Adapun yang

mendasari perbedaan ini adalah pada unsur kesengajaan. Pada pembunuhan
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yang tidak disengaja, pelaku tidak menghendaki timbulnya akibat yang berupa
kematian pada orang lain, sedangkan pada pembunuhan yang disengaja pelaku
menghendaki akibat yang akan terjadi.

Sedangkan kejahatan terhadap janin dalam hukum pidana di Indonesia,
diataur dalam pasal 347 KUHP yang dikategorikan dalam pengguguran dan
pembunuhan terhadap kandungan tanpa persetujuan wanita yang mengandung.
Kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam Pasal 347 KUHP yang menyatakan
sebagai berikut:

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua belas tahun

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan
pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Maksud dari “tanpa persetujuannya” adalah wanita tersebut tidak
menghendaki akibat perbuatan tersebut yang berupa gugurnya atau matinya
kandungan yang ada di rahimnya. Jadi, terkait pendapat Imam Imrany tentang
seorang yang memukul wanita hamil yang mengakibatkan kematian janin,
dalam hukum pidana di Indonesia diancam pidana penjara maksimal 15 tahun,
bilamana mengakibatkan kematian ibu dan janinnya, apabila yang meninggal

janinnya, maka diancam pidana penjara 12 tahun.
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B. Analisis komparasi pendapat Imam Al-Imraniy Asy-Syafi’iy dan Imam
‘Alaudin Abi Bakr Al-Hanafiy tentang memukul wanita hamil yang
menyebabkan kematian janin

Dalam poin ini, penulis akan mengkomparasi pendapat Imam al-
Imrany asy-Syafi'l tentang memukul wanita hamil yang mengaibatkan
kematian janin, yang telah penulis uraikan dalam bab IV pada poin A.
Sebelum menyajikan komparasi pendapat kedua tokoh tersebut, terlebih
dahulu penulis jelaskan pengertian dari komparasi atau perbandingan.

Istilah perbandingan (Comparative) telah sering digunakan dalam
berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam berbagai studi. Komparatif selalu
dimaknai dengan perbandingan, yang di dalamnya terdapat beberapa objek
atau paling sedikitnya dua objek yang akan dibandingkan; apakah sama,
berbeda, melihat segi-segi persamaan atau segi-segi perbedaannya.

Dalam ilmu metodologi penelitian, yang dimaksud dengan penelitian
komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang
dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan 2 atau lebih sifat-
sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran
tertentu. Penelitian komparatif biasanya digunakan untuk membandingkan
antara 2 kelompok atau lebih dalam suatu variabel tertentu.

Terkait komparasi pendapat Imam al-Imrany asy-Syafi’iy dan Imam
‘Alauddin al-Hanafiy tentang memukul wanita hamil yang mengakibatkan
kematian janin, ada beberapa poin yang dapat penulis perbandingkan.

Diantaranya yaitu: pertama, hukuman terhadap wanita hamil yang telah
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dipukul sampai mengakibatkan kematian. Kedua, hukuman terhadap janin

yang dikandung oleh seorang wanita yang telah dipukul. Perbandingan

tersebut penulis akan sajikan dari sisi kelebihan, kekurangan, persamaan dan

perbedaan, serta menurut hukum pidana di Indonesia. Untuk lebih mudah

memahami, penulis akan sajikan melalui tabel sebagai berikut:

Imam al-Imraniy asy-

Tokoh . Imam ‘Alauddin al-Hanafiy
Syafi’i
- Pelaku menanggung | - Pelaku menanggung
hukuman atas kematian | hukuman atas kematian
Pendapat wanita yang dipukul | wanita yang dipukul dengan
Hukum dengan hukuman diyat. hukuman diyat.
- Pelaku menanggung janin | - Pelaku tidak menanggung
dengan hukuman ghurrah. hukuman atas janin.
Pelaku  dihukum  diyat | Pelaku dihukum diyat karena
karena memukul wanita | memukul wanita sehingga
Persamaan sehingga mengakibatkan | mengakibatkan kematian.
kematian
Pelaku menanggung janin | Pelaku tidak menanggung
Perbedaan

dengan hukuman ghurrah.

hukuman atas janin.

Dasar Hukum
sbg Penguat
Argumen

Ulama  mazhab  Syafi’i
mengharamkan aborsi
sebelum usia kandungan
mencapai empat  bulan
diantaranya adalah Imam
Al-Ghazali dan Ibnu Hajar.
Keduanya sama-sama
mengharamkan aborsi
sebelum usia kandungan
mencapai empat bulan.

Ulama dari mazhab Hanafi,
termasuk Muhammad Romli
dalam kitabnya al-Nihayah,
membolehkan aborsi yang
dilakukan  sebelum  usia
kandungan mencapai empat
bulan. Alasannya adalah janin
belum memiliki nyawa pada
usia kandungan tersebut

Hukum
Pidana
Indonesia

Kejahatan terhadap janin
dalam hukum pidana di
Indonesia, diataur dalam
pasal 347 KUHP vyang
dikategorikan dalam
pengguguran dan
pembunuhan terhadap

Dalam  pendapat Imam
‘Alauddin tidak menanggung
atas kematian janin.
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kandungan tanpa
persetujuan wanita yang
mengandung. Kejahatan
terhadap nyawa ini diatur
dalam Pasal 347 KUHP
yang menyatakan sebagai
berikut:
(1) Barang siapa dengan
sengaja menggugurkan

atau mematikan
kandungan seorang
wanita tanpa

persetujuannya, diancam
dengan pidana penjara
paling lama dua belas
tahun

(2) Jika  perbuatan  itu
mengakibatkan matinya
wanita tersebut,
dikenakan pidana
penjara paling lama lima
belas tahun”

Kelebihan

Dalam pendapat Imam al-
Imrany pertanggungjawaban
pidana dikenakan terhadap
ibu dan janin, sehingga

pemberian hukuman
terhadap janin lebih
memberikan keadilan

terhadap ahli korban.

Melalui penetapan hukum
tidak  menanggung  atas
kematian janin, dapat
dijadikan rujukan bagi wanita
belum dewasa yang hamil
akibat dari perkosaan. Jika
menggugurkan  kandungan
lebih maslahat, lebih menjaga
kehormatannya dan
psikologinya, maka baik
dilakukan.

Kelemahan

Apabila penetapan hukum
mutlak menanggung
terhadap ibu dan janin,
maka  kesulitan  untuk
menerapkan hukuman
terhadap wanita dibawah
umur yang mengandung

Dalam pendapat Imam al-
Imrany pertanggungjawaban
pidana dikenakan terhadap
ibu saja, tidak terhadap janin.
Hal ini menimbulkan rasa
ketidak adilan hukum, karena
janin yang dikandung oleh
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akibat dari korban | ibu merupakan calon anak
perkosaan. Karena | yang nantinya akan dilahirkan
kehamilannya tidak | oleh si ibu. Sehingga apabila
diinginkan  dan  bahkan | ibu dan janin mati, seolah
mengancam masa depan | pelaku telah membunuh dua
anak tersebut bila | kehidupan, vyaitu ibu dan
kandungan tetap dibiarkan | janin.

hidup. Atau dalam keadaan
bila mana adanya janin yang
dikandung mengancam
nyawa si ibu, yang
kemudian mengharuskan
menghilangkan atau
menggugurkan janinnya.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat kelebihan dan
kekurangan antara Imam al-Imrany dan Imam °‘Alauddin. Kelebihan dan
kekurangan tersebut mencakup diantaranya pertanggungjawaban pidana
terhadap ibu hamil yang dipukul hingga mengakibatkan kematian,
pertanggungjawaban pidana terhadap janin yang dikandung ibu hingga
mengakibatkan kematian serta pendapat masing-masing tokoh bila mana

dibuat rujukan dalam masalah hukum pada konteks yang lain.
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BAB V

PENUTUP

Sebagian rangkaian akhir dalam pembahasan skripsi ini akan
disampaikan tiga sub-bab yang meliputi, simpulan, saran-saran dan penutup.
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada permasalahan yang telah penulis rumuskan dan
mengacu pada data yang telah penulis kumpulkan serta dengan analisa yang
telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan
sebagaimana berikut:

1. Bahwa Imam al-Imrany berpendapat ketika seseorang memukul wanita
hamil yang mengakibatkan kematian ibu dan janin, maka pelaku
menanggung hukuman atas kematian wanita yang dipukul dengan
hukuman diyat dan menanggung janin dengan hukuman ghurrah.
Perbuatan pelaku pemukulan yang mengakibatkan kematian merupakan
tindakan atau jarimah al-gatl syibhul amd (pembunuhan menyerupai
sengaja) oleh karena perbuatan pelaku tidak menggunakan alat yang pada
umumnya untuk membunuh, pelaku sengaja berbuat (memukul), tidak ada
niat menghilangkan nyawa korban. Di Indonesia, tindak pidana tersebut
diataur dalam pasal 347 KUHP yang dikategorikan dalam pengguguran
dan pembunuhan terhadap kandungan tanpa persetujuan wanita yang

mengandung. Ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah 12 tahun
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penjara apabila membunuh janin, dan penjara 15 tahun apabila membunuh
janin dan ibunya pula.

2. Bahwa komparasi yang penulis analisis yaitu berupa perbedaan dan
kesamaan antara Imam al-Imrany dan Imam ‘Alauddin. Perbedaan dan
persamaan tersebut mencakup diantaranya sanksi pidana terhadap ibu
hamil yang dipukul hingga mengakibatkan kematian, maka dihukum diyat
baik dalam pendapat Imam al-Imrany maupun Imam ‘Alauddin. Sanksi
pidana terhadap janin yang dikandung ibu hingga mengakibatkan
kematian, maka dihukum dengan memberikan ghurrah dalam pendapatnya
Imam al-Imrany, namun dalam pendapat Imam ‘Alauddin tidak ada
hukuman terhadap janin. Serta terdapat kelebihan dan kelemahan pendapat
masing-masing tokoh apabila dibuat rujukan dalam masalah hukum pidana

pada konteks yang lain.

B. Saran-Saran
1. Bagi pembaca, penelitian ini meneliti tentang pendapat dari madzhab
Syafi’i dan Hanafi tentang memukul wanita hamil yang mengakibatkan
kematian. Penelitian ini berfokus pada pendekatan komparatif dan
menganalisa dari beberapa teori dalam hukum pidana Islam. Tentunya
banyak kelemahan dan keterbatasan teori dari penelitian ini, oleh karena
itu bacalah skripsi ini dengan teliti dan cermat, sehingga dapat menemukan

titik kelemahan yang kemudian dapat dijadikan penelitian yang baru,
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untuk melengkapi penelitian yang terdahulu terkait tindak pidana
memukul wanita hamil yang menyebabkan kematian.

2. Bagi para penegak hukum, khususnya adalah hakim, penelitian ini
menyangkut pertanggtungjawaban pidana terhadap ibu dan janin, oleh
karena itu pendapat dua tokoh yang telah dikomparasi dapat dijadikan
referensi untuk  bahan  pertimbangan  dalam menentukan
pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana terkait, yang kemudian
dijadikan penentuan hukuman bagi pelaku pemukulan terhadap wanita

hamil yang mengakibatkan kematian ibu dan janin.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena
dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi
ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak
kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu sudah
barang tentu dapat dimaklumi karena kedaifan atau keterbatasan ilmu dan
pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima
kritik yang bersifat membangun dan saran-saran dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan doa semoga dengan selesai dan
terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya,
khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah

SWT. Selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita . Aamiin
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